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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul “PERAN PEREMPUAN DI 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAMBILAN 

KEBIJAKAN (STUDI KASUS DI DESA CIPANG KANAN ROKAN HULU 

TAHUN 2021)” tujuan dari penulisan menulis proposal ini adalah salah satu 

persyaratan untuk penulis mencapai gelar Sarjan Ilmu Politik (S.Ip), pada program 

studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Barat. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari 

kata sempurna, baik dari segi materi maupun dari pembahasan. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan serta pengetahuan yang penulis 

miliki. Disamping ini juga penulis menyadari terselesaikannya proposal ini tidak 

terlepas dari bantuan pihak pihak yang sukarela memberikan masukan, petunjuk, 

saran, nasehat, serta motivasi dan do‟a  dari  berbagai  pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1.  Allah SWT, atas segala hidayahnya yang diberikan dalam berbagai 

bentuk dari segi kesehatan, kekuatan dan kesabaran, serta Nabi 

Muhammad SAW yang telah menjadi pedoman hidup bagi umatnya. 

 2.   Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Barat   atas kepemimpinan dan visi yang telah menginspirasi kami. 

Dukungan dan komitmen bapak terhadap pengembangan akademik 

telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kami untuk belajar 

dan berkembang. Semoga langkah-langkah yang diambil terus 

membawa kemajuan bagi universitas dan seluruh civitas akademika. 

3. Terimakasih  kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas 

bimbingan dan dukungan yang telah diberikan selama proses 

penulisan skripsi ini. Kepemimpinan bapak yang visioner dan 

komitmen terhadap pengembangan akademik telah menciptakan 

lingkungan yang inspiratif  bagi kami. Semoga fakultas ini terus maju 

dan melahirkan generasi yang berkualitas 

4.   Kedua orang tua saya, Untuk Ayah (Dinamis)  dan Ibu (Nurlaili) 

terimakasih teruntuk semua bentuk dedikasi kasih sayang, cinta, serta 



dukungannya yang tak tergoyahkan yang telah menjadi landasan 

dalam mencapai akademis saya. Skripsi ini bukan hanya milik saya 

saja, namun merupakan bukti pengorbanan dan dorongan orang tua 

saya. 

5.   Ibu Lara Indah Yanri S.Ip, M,Ip  selaku dosen pembimbing Akademik 

dan pembimbing I skripsi saya, terimakasih yang sebesar-besarnya 

teruntuk proses bimbingan dan arahan yang diberikan yang telah 

membuka wawasan dan memperkaya pemahaman saya. Dukungan ibu 

tidak hanya membantu saya menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga 

membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga dedikasi 

ibu dalam mendidik selalu mendapatkan balasan yang setimpal. 

6.   Bapak Didi Rahmadi S.Sos, M.A selaku Ketua program studi dan 

pembimbing II skripsi saya, Terimakasih teruntuk bimbingan, 

dukungan, dan inspirasi yang diberikan telah menjadi pilar penting 

dalam perjalanan akademik saya. Semoga dedikasi dan komitmen 

bapak dalam mendidik generasi penerus selalu mendapatkan 

penghargaan yang setimpal.  

7.  Terimakasih penulis sampaikan kepada dosen penguji, dosen-dosen 

lainnya, dan seluruh staff  fakultas ilmu sosial dan politik yang telah 

memberikan dukungan dan kontribusi berharga selama proses 

penulisan skripsi ini. Setiap masukan, saran, dan bimbingan yang 

bapak/ibu berikan telah memperkaya pengalaman akademik saya. 

Semoga dedikasi dan komitmen bapak/ibu dalam mencerdaskan 

generasi muda selalu mendapatkan penghargaan yang layak. 

8.  Terimakasih kepada bapak/ibu dosen-dosen di selingkup Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Barat yang mengenali saya dan mendukung 

selama proses studi perkuliahan saya berlangsung. Kehangatan dan 

perhatian yang bapak/ibu berikan menjadikan saya merasa seperti 

bagian dari keluarga di perantauan. Bimbingan dan inspirasi bapak/ibu 

sangat berarti dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan 

bapak/ibu selalu mendapatkan balasan yang setimpal 



9.  Terimakasih kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dan seluruh perangkat Desa Cipang Kanan yang telah memberikan 

dukungan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa 

bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, penyelesaian 

skripsi ini tidak akan terwujud. Semoga kerja sama ini dapat terus 

terjalin demi kemajuan desa dan masyarakat. 

10.  Terimakasih kepada seluruh informan yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan serta pengalaman selama 

proses penelitian ini. Kontribusi Bapak/Ibu sangat berarti dan menjadi 

fondasi penting dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga informasi 

yang telah Bapak/Ibu berikan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan masyarakat. 

11.  Terima kasih kepada kedua saudara laki laki kandung saya yang 

selalu menjadi sumber semangat dan inspirasi. Dukungan dan 

kebersamaan kalian selama proses penulisan skripsi ini sangat berarti 

bagi saya. Semoga kita semua terus saling mendukung dan mencapai 

impian masing-masing dan mampu membahagiakan kedua orang tua 

dalam bentuk apapun.  

12.  Terimakasih kepada semua keluarga besar saya yang selalu 

memberikan dukungan dan kasih sayang. Setiap doa, motivasi, dan 
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menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Semoga kita terus bersatu 

dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. 

13.  Terimakasih kepada semua orang terkasih yang telah menjadi sumber 
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Semoga amal dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

I.I. LATAR BELAKANG  

Pemerintahan desa memainkan peranan penting dalam pengambilan 

keputusan ataupun kebijakan yang memiliki dampak langsung yang ditemukan 

dan dirasakan dikehidupan masyarakat.
1
  Dalam konteks ini, peran perempuan 

dalam pemerintahan desa menjadi semakin penting.  

 Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan desa memiliki peran 

penting dalam memperkuat demokrasi lokal. Melibatkan perempuan dalam 

pengambilan keputusan desa dapat memastikan representasi yang adil dan merata, 

meningkatkan kualitas keputusan, dan mendorong partisipasi dan keterlibatan 

masyarakat secara keseluruhan.
2
  

            Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, Partisipasi 

perempuan di pemerintahan Rokan Hulu hanya 4,44%
3
.  Keterwakilan perempuan 

yang dimandatkan konstitusi masih belum terpenuhi. Persentase jumlah 

perempuan di Badan Permusywaratan Desa (BPD) dan  perangkat desa minimal 

30%. Dapat dilihat bahwa masih belum terpenuhinya kuota dipemerintahan 

Kabupaten Rokan Hulu. Keterwakilan yang masih sangat kurang  untuk posisi 

perempuan yang bekerja dipemerintahan desa. 

Sebab belum terpenuhinya oleh beberapa faktor,yaitu penempatan posisi 

perempuan pada jabatan strategis sangat kecil, perempuan hanya sebagai 

pelengkap kursi kosong di parlemen, keikutserataan perempuan dalam kontestansi 

di parlemen yang sangat minim serta perempuan selalu dibanding bandingkan dan 

selalu dianggap tidak bisa ikut andil. 

Dalam hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan 

keterwakilan perempuan, karena masih adanya  kesenjangan yang signifikan. 

Akan tetapi, padahal keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik dapat 

                                                      
1
Webdesaku Mekarjaya, Kiarapedes,  Pemerintahan desa Mekarjaya, Peran pemerintah desa 

2
 Manunggaljaya,Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Desa,Ensiklo25 Mei 

2024 
3
 BPS,Keterlibatan Perempuan diparlemen 2023 ,2 Agustus 2024 
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mendorong kebijakan tersebut.
4
 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran perempuam 

menurut Siti Sausan Malida, Menunjukkan partisipasi perempuan dalam 

pengambilan keputusan atau  kebijakan sangat masih kurang,
5
  selain itu menurut 

Audia Jovani,  Bahwa perempuan dan laki laki merupakan kunci untuk sebuah 

keberhasilan pembangunan,  karena perempuan dan  laki laki  memiliki 

persamaan pemenuhan akses,  serta peluang berpartisipasi dalam peran dan posisi 

pembuatan kebujakan.
6
 Sedangkan menurut Nila Kusuma, Keterlibatan 

perempuan  dalam  pembangunan sangat rendah.  Karena  perempuan tidak 

terlibat secara efektif dalam penyusunan ataupun pembuatan kebijakan.
7
 

             Dari beberapa  penelitian  terdahulu  diatas,  dapat dilihat bahwa  partipasi 

peran  perempuan dalam  perumusan ataupun pengambilan kebijakan masih 

sangat kurang dan rendah.  Perempuan  selalu  dianggap tidak bisa berpartisipasi 

di pemerintahan,  sehingga dengan konsep yang seperti ini,  perlu adanya  

peningkatan keterlibatan  perempuan  dalam  sektor  pemerintahan.  Dalam  artian,  

perempuan sangat perlu dilibatkan dengan posisi yang sama seperti  laki laki  di 

pemerintahan desa. 

 Posisi perempuan didesa seringkali dipengaruhi oleh budaya yang 

patriarki.
8
  Dalam konteks ini,  perempuan  tidak hanya berperan sebagai pengurus 

rumah tangga, tetapi juga memiliki potensi dalam berbagai bidang termasuk di 

pemerintahan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang  

beragam  terutama  dalam  pembuatan  kebijakan ataupun keputusan. 

  Meskipun ada kebijakan yang mendukung  pemberdayaan  perempuan, 

banyak perempuan didesa yang memiliki hambatan untuk berpartisipasi 

                                                      
4
 Kemenko PMK, Partisipasi politik perempuan bagi kemajuan bangsa,15 April 2021 

5
 Siti sausa malida, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, uin ar Ranyri 

Aceh,2022 
6
 Audia jivani, perlindungan perempuan dan anak,peran pembuatan kepala daerah dalam 

pembuatan kebijakan responsive gender, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 2024 
7
 Nila Kusuma, keterlibatan perempuan desa dalam pembangunan,universitas matarram, juni 

2023 
8
 Yulia penu, Kesetaraan gender dalam budaya patriarki terhadap kaum perempuan pada ranah 

public ,universitas timor, 2023 



3 

 

dipemerintahan.
9
  Padahal perempuan desa memiliki peranan penting dalam 

proses  pembuatan kebijakan.  Akan  tetapi,  keterlibatan  mereka masih  terdapat 

berbagai rintangan yang dihadapi.  Salah satunya adalah anggapan bahwa 

perempuan  selalu  dianggap  lemah dan tidak bisa ikut andil dalam 

kepemimpinan diranah publik  salah  satunya didesa.      

Peran seorang perempuan dapat dilihat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa yakni ditunjukkan dengan adanya keterlibatan perempuan 

secara langsung dan tidak langsung dalam pemerintahan desa. Keterlibatan 

perempuan dalam berbagai tahapan sangat penting, dalam rangka merumuskan 

kebijakan yang akan dijalankan. 

 Seiring dengan berjalannya waktu, kini para Perempuan mulai sedikit 

terlihat hadir dan berperan dalam sistem pemerintahan desa, seperti di Desa 

Cipang Kanan.  Sejak diterapkannya otonomi desa, terdapat dorongan untuk 

meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ditingkat 

lokal. Otonomi desa memberikan kesempatan bagi masyarakat, termasuk 

perempuan  untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pemerintahan desa dan 

pembangunan desa
10

. 

 Desa cipang kanan ini, salah satu wilayah di kabupaten Rokan hulu 

menarik untuk menjadi lokasi penelitian karena perangkat desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di isi oleh perempuan. Perangkat desa yang 

berjumlah 11 orang dan satu diantaranya diisi oleh perempuan. Serta Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 5 orang, dan  satu diantaranya diisi 

oleh perempuan. Asumsinya dengan posisi strategis tersebut, kebijakan yang 

dihasilkan termasuk anggaran desa lebih diperhatikan. Kebijakan yang dilahirkan 

oleh desa cipang kanan antara lain yaitu kebijakan pembangunan desa 

(infrastruktur desa), kebijakan pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat, 

kebijakan pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa, dan  kebijakan dalam 

tata kelola pemerintahan desa. 

                                                      
9
 Siska Nadia, Pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan, 16 Desember 2022  

10
 Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan desentralisasi desa menuju pemberdayaan masyrakat 

desa,Vol, 1, Universitas Hasanuddin, Makassar 2013. 
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 Adapun hal yang  menarik dari penelitian ini sehingga peneliti mengambil 

tema dan memilih lokasi tersebut dikarenakan, pada struktur pemerintahan 

sebelumnya tidak adanya perempuan yang mengisi bangku pemerintahan desa. 

Sehingga dengan posisi seperti ini, peneliti ingin melihat peran perempuan   

dalam  pengambilan ataupun pembuatan keputusan/kebijakan di Badan 

Pemerintahan Desa Cipang Kanan.  

 Adapun pentingnya penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui  

peran seorang perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), apakah 

partisipasi seorang anggota perempuan BPD sudah terelisasikan dengan baik serta 

bagaimana bentuk keterlibatan peran perempuan yang bekerja di sektor Badan 

Permusyawaratan Desa pemerintahan Desa Cipang Kanan.  Pentingnya penelitian 

ini adalah untuk menentukan realita kondisi akan seorang perempuan dan 

perannya dipemerintahan desa Cipang Kanan. 

Sebelumya perempuan tidak terlibat diranah pemerintahan karena 

dianggap lemah dan tidak bisa ikut andil dalam ranah publik, akan tetapi mulai di 

tahun 2021 perempuan mulai terlibat di ranah pemerintahan Badan 

Permusyawaratan Desa  merupakan suatu hal yang menarik. Sehingga dengan 

peningkatan keterlibatan ini, peneliti ingin melihat sejauh mana keterlibatan itu 

dan bagaimana perannya dalam pengambilan ataupun perumusan kebijakan di 

Badan Permusywaratan Desa sebagai keterwakilan perempuan dipemerintahan di 

Desa Cipang Kanan. Penting juga penelitian ini dilakukan untuk memberikan 

wawasan serta pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat serta pembaca 

nantinya tentang Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam 

Pengambilan Kebijakan di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu. 
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I.2.RUMUSAN MASALAH 

 Dipemerintahan Desa Cipang Kanan kurangnya partisipasi perempuan di 

ranah pemerintahan desa. Perempuan dianggap lemah dan tidak bisa ikut 

berpartisipasi dibangku pemerintahan. Keterlibatan seorang perempuan dalam 

proses pengambilan kebijakan di pemerintahan desa sangat rendah karena 

kurangnya partisipasi perempuan, selain itu juga mempengaruhi faktor peran 

perempuan dalam pemerintahan desa, dimana posisi yang dipegang di bangku 

pemerintahan sangat sedikit. 

Seiring berjalannya waktu, kini perempuan sedikit terlihat hadir di ranah 

pemerintahan desa Cipang Kanan terutama di Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD).  Jadi, dengan adanya kesenjangan tentang perempuan dianggap tidak bisa 

berpartisipasi di ranah publik, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan 

Kebijakan (Studi Kasus Di Desa Cipang Kanan Rokan Hulu Tahun 2021?) 

I.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang dituju peneliti yaitu Mendeskripsikan peran 

perempuan di  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan 

kebijakan  di  Desa Cipang  Kanan  Kecamatan  Rokan  IV  Koto Kabupaten 

Rokan Hulu Riau Tahun 2021. 
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1.4. SIGNIFIKASI PENELITIAN 

1. Manfaat Akademisi 

   Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran perempuan 

di pemerintahan desa  dalam pengambilan kebijakan terkhusus didesa 

cipang kanan. 

2. Manfaat Praktis 

   Untuk melengkapi kebijakan pemerintah tentang peran perempuan di 

pemerintahan desa. 

3. Manfaat sosial 

   Dapat bermanfaat bagi sikap dan perilaku sosial masyarakat ditingkat 

desa mengenai peran perempuan dalam mengambil kebijakan. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1  Peneliti terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang akan digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan  

melakukan beberapa tinjauan pustaka untuk memperjelas dan memperlengkap 

bahan penelitain yang telah disiapkan terlebih dahulu sehingga hasil penelitian 

lebih menarik untuk dipahami dan ditelaah, sebagai berikut: 

Pertama, penelitian oleh Hernita Sahban, “ Peran Kepemimpinan Dalam 

Mengambil Keputusan Di Indonesia” dengan menggunakan topik peran 

perempuan, kepemimpinan, pengambilan keputusan dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang menerapkan unit analisis kelompok. Dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa hanya beberapa stakeholder perempuan yang berperan 

dalam memperjuangkan kepentingan perempuan pada perumusan , Selain itu ada 

juga beberapa stakeholder juga memberikan kontribusi dalam usaha 

meningkatkan kualitas hidup perempuan.  

Dengan terwujudnya peran wanita dalam memegang peranan sebagai 

kepemimpinan membawa dampak yang lebih baik bahwa permasalahan akan 

keseteraan gender ditandai dengan tidak  

adanya diskriminasi antara perempuan dan laki laki. Dengan demikian 

antara perempuan dan laki laki memiliki akses yang sama dalam sebuah peran 

kepemimpinan. 

Kedua, penelitian oleh Himayatus Sholikah, “Peran Perempuan Sebagai 

Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Miskin ( Studi Deskriptif Kualitatif Pada 

Perempuan Di Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta)” dengan topik 

perempuan, pengambilan keputusan, keluarga, serta penyebab dan dampaknya 

dengan metode deskriptif kualitatif yang menerapkan unit analisis kelompok. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Max Webber. Dimana dalam 

penelitian ini, menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai pengambil 
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keputusan dalam keluarga banyak terjadi saat ini. Peran perempuan tidak hanya 

dalam sektor domestik tetapi juga merambah keranah publik. Selain itu, pola 

pengambilan keputusan dalam keluarga yang banyak digunakan oleh masyarakat 

kelurahan Sewu yaitu pola pengambilan keputusan yang didominasi oleh 

perempuan. Faktor penyebab perempuan melakukan pengambilan keputusan 

dalam keluarga adalah faktor internal dan eksternal. 

Dengan itu dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar terhadap 

peran perempuan sebagai pengambil keputusan, khususnya pengaruhnya baik 

positif ataupun negatif terhadap peran perempuan sebagai pengambil keputusan. 

Ketiga, penelitian oleh Dinda Meisy Puspitasari “Peran Anggota Legislatif 

Perempuan Di Kabupaten Banjarnegara Dalam Proses Pengambilan Keputusan 

Politik Masa Sidang 2019-2024 dengan topik anggota legislatif perempuan, peran 

dan kedudukan serta pengambilan keputusan yang menggunakan unit analisis 

kelompok dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teori keputusan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

peran anggota legislatif perempuan di kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-

2020 sudah cukup baik, dibuktikan dengan eksitensi mereka disetiap kegiatan dan 

organisasi baik dikantor ataupun diluar kantor. Hal tersebut didukung dengan 

tuntutan pencapaian anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan 

untuk menangani permasalahan di Kabupaten Banjarnegara, seperti tercapainya 

pembangunan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) bagi anak sekolah. 

Beberapa anggota legislatif  perempuan pada periode 2019-2024 di 

kabupaten Banjarnegara memiliki latar belakang sebagai organisator yang 

mengikuti organisasi perempuan. Hal tersebut pada dasarnya dapat memberikan 

dampak positif dalam proses pengambilan keputusan, namun hanya saja masih 

kurang dalam kesinergitasan antara anggota legislatif perempuan lainnya. 

Sehingga perlu adanya kerja sama atau sinergi yang lebih intens dengan anggota 

legislatif perempuan agar meningkatkan perannya memperjuangkan masalah 

perempuan dan anak. 

Keempat, penelitian oleh Desi Purnama Sari “Peran Politik Perempuan 

Dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Selatan 



9 

 

Tahun 2014-2019” dengan topik politik perempuan, dan pengambilan keputusan 

yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori keputusan yang menerapkan unit analisis kelompok. Dimana 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa minimmnya partisipasi perempuan 

dalam politik di Aceh Selatan terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang 

menduduki jabatan publik, salah satunya adalah lembaga legislatif. Fakta ini 

menunjukkan bahwa eksitensi mereka dalam pengambilan keputusan di lembaga 

tersebut. Namun demikian, dengan semakin banyaknya perempuan berkiprah di 

dunia politik diharapkan ada lebih banyak ide dan gagasan dalam pembangunan 

daerah terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan. 

 Dengan itu dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat khususnya 

perempuan untuk lebih membuka pandangannya terhadap kaumnya sendiri agar 

kedudukan perempuan tidak terbelakangi. Tokoh tokoh perempuan yang kini 

berada dalam barisan elite, sudah saatnya segera memilih media yang paling 

canggih untuk melemparkan isu kesetaraan yang dituntutnya ketengah-tengah 

public seluas luasnya, agar perempuan perempuan yang kini masih terkurung 

dalam kotak kotak dan kelas sosial yang penuh kegelapan segera mendengar dan 

meresponnya.  

Dalam penelitian ini, Peneliti dengan judul “Peran Perempuan Di 

Pemerintahan Desa Dalam Pengambilan Kebijakan  (Studi Kasus Di Desa Cipang 

Kanan Rokan Hulu Tahun 2021), dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengambilan 

keputusan/kebijakan yang membahas tentang proses pengambilan 

keputusan/kebijakan. Penelitian ini menerapkan unit analisis kelompok. Dalam 

penelitian ini menunjjukan Menunjukkan Peran perempuan di BPD dalam 

pengambilan kebijakan sudah terilisasikan dengan sangat baik, dilihat dari dengan 

adanya kebijakan yang dilahirkan oleh keterwakilan perempuan dan didukung 

penuh oleh seluruh anggota kerja. Kebijakan yang dilahirkan sangat dirasakan 

manfaatnya oleh masyrakat di Desa Cipang Kanan. 

Dengan itu terwujudnya peran perempuan dalam memegang peranan yang 

membawa dampak/ manfaat yang dilahirkan dan dirasakan oleh banyak orang 
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melalui kebijakan yang diciptakan serta kesetaraan gender ditandai dengan tidak 

adanya diskriminisasi antara perempuan dan laki laki. Dan diharapkan mampu 

menjadi barometer untuk setiap desa yang kurang akan partisipasi perempuan 
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Tabel 2.1 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

No Judul artikel Topik/Kata Kunci Penulis Unit of 

Analysis 

Findings Methodologhy Limmitations/Suggeste Future  

Research 

1 Peran kepemimpinan dalam 

mengambil keputusan di 

Indonesia
11

 

Peran perempuan, 

kepemimpinan, 

pengambilan 

keputusan 

Hernita 

Sahban  

Individu Menunjukkan bahwa 

keterlibatan pemangku 

kepentingan perempuan 

dalam perumusan terbatas, 

hanya sedikit yang aktif 

dalam memperjuangkan 

kepentingan perempuan. 

Selain itu, beberapa 

pemangku kepentingan 

berkontribusi untuk 

meningkatkan kualitas hidup 

perempuan.  

Kualitatif Terwujudnya peran wanita 

dalam berkesempatan memegang 

peranan sebagai kepemimpinan 

membawa dampak yang 

mengarah lebih baik bahwa 

permasalahan akan keseteraan 

gender ditandai dengan tidak 

adanya diskriminasi antara 

perempuan dan laki laki. Dengan 

demikian antara perempuan dan 

laki laki memiliki akses yang 

sama dalam sebuah peran 

kepemimpinan 

2 Peran perempuan sebagai 

pengambil keputusan dalam 

Perempuan, 

Pengambilan 

Himayatus 

Sholikah 

Kelompok Menunjukkan bahwa pola 

pengembalian keputusan di 

Deskriptif-

Kualitatif 

Dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi yang besar terhadap 

                                                      
11

 Hernita Sahban, Peran Perempuan Dalam Mengambil Keputusan Di Indonesia, April 2016 
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keluarga miskin (studi 

deskriptif kualitatif pada 

perempuan di kelurahan 

Sewu kecamatan Jebres kota 

Surakarta)
12

 

keputusan, Keluarga

 . 

masyarakat Desa Sewu, 

seringkali menonjolkan 

dominasi perempuan dalam 

pengambilan keputusan 

keluarga, yang dipengaruhi 

oleh faktor internal dan 

eksternal.  

peran perempuan sebagai 

pengambil keputusan, khususnya 

pengaruhnya baik positif ataupun 

negatif terhadap peran 

perempuan sebagai pengambil 

keputusan. 

3 Peran anggota legislatif 

perempuan di kabupaten 

Banjarnegara dalam proses 

pengambilan keputusan 

politik masa sidang 2019-

2024
13

 

Anggota legislatif 

perempuan, peran, 

kedudukan serta 

pengambilan 

keputusan. 

. 

Dinda Meisy 

Puspitasari 

Kelompok Menunjukan bahwa 

keterlibatan dan efektivitas 

yang signifikan dalam 

berbagai kegiatan dan 

organisasi terlihat dalam 

fungsi legislasi termasuk 

proses pengambilan 

keputusan yang menangani 

permasalahan lokal.  

Deskriptif- 

Kualitatif 

Dapat perlu adanya kerja sama 

atau sinergi yang lebih intens 

dengan anggota legislatif 

perempuan agar meningkatkan 

perannya memperjuangkan 

permasalahan perempuan dan 

anak. 

4 Peran politik perempuan 

dalam pengambilan 

Politik perempuan 

dan pengambilan 

Desi 

Purnama 

Kelompok Menunjukkan bahwa 

minimnya partisipasi 

Kualitatif Dapat memberikan wawasan 

terhadap masyarakat khususnya 

                                                      
12

 Himayatus Sholikah, Peran Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan Dalam Keluarga Miskin, 2016. 
13

 Dinda Meisy Puspitasari , Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Kabupaten Banjarnegara Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik,2021 
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keputusan di lembaga 

legislative kabupaten Aceh 

Selatan tahun 2014- 2019
14

 

keputusan.  Sari perempuan dalam politik di 

Aceh Selatan terlihat dari 

sedikitnya jumlah perempuan 

yang menduduki jabatan 

politik, salah satunya adalah 

lembaga legislatif.   

perempuan untuk lebih 

membuka pandangannya 

terhadap kaumnya sendiri agar 

kedudukan perempuan tidak 

terbelakangi. 

5. Peran perempuan di Badan 

Permusyawaratan Desa 

dalam pengambilan kebijakan 

(studi kasus di desa Cipang 

Kanan Rokan Hulu tahun 

2021) 

Kebijakan, 

keterwakilan 

perempuan, peran 

perempuan 

Salwa 

Zahratih 

Kelompok Menunjukkan Peran 

perempuan di BPD dalam 

pengambilan kebijakan sudah 

terilisasikan dengan sangat 

baik, dilihat dari dengan 

adanya kebijakan yang 

dilahirkan oleh keterwakilan 

perempuan dan didukung 

penuh oleh seluruh anggota 

kerja. Kebijakan yang 

dilahirkan sangat dirasakan 

manfaatnya oleh masyrakat di 

Desa Cipang Kanan 

Kualitatif Terwujudnya peran perempuan 

dalam memegang peranan yang 

membawa dampak/ manfaat 

yang dilahirkan dan dirasakan 

oleh banyak orang melalui 

kebijakan yang diciptakan serta 

kesetaraan gender ditandai 

dengan tidak adanya 

diskriminisasi antara perempuan 

dan laki laki. Dan diharapkan 

mampu menjadi barometer untuk 

setiap desa yang kurang akan 

partisipasi perempuan. 

                                                      
14

 Desi Purnama Sari, Peran Politik Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di  Lembaga Legislatif Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019, Juni 2017  
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Dengan beberapa penelitian terdahulu penulis tertarik  menjadikan judul 

penelitian diatas sebagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian ini, Karena 

latar belakang penelitian diatas cukup identik dengan masalah yang sedang 

diteliti penulis, yaitu bagaimana peran perempuan dalam pengambilan 

Kebijakan. Objeknya sama sama pengambilan kebijakan. Persamaan dari 

beberapa penelitian diatas dengan penelitian ini merupakan sama sama 

menggunakan proses pengambilan kebijakan dalam melihat bagaimana peran 

perempuan di Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) dalam pengambilan 

kebijakan di Desa Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu. 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang 

membedakannya adalah bagaimana proses pengambilan/pembuatan kebijakan, 

siapa saja aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan, bagaimana peran 

perempuan badan permusyawaratan desa serta lokasi dan waktu dalam 

penelitian serta dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengambilan 

keputusan oleh Harbany Pasolong.  
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2.2   Landasan teori 

2.2.1  Kebijakan 

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan 

perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun 

lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada 

dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan- batasan atau pengertian 

mengenai kebijakan.
15

  Berikut beberapa pengertian kebijakan menurut para 

ahli : 

1. Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan 

problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan 

kesejaheraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus 

memenuhi empat hal penting yakni; 

a. Tingkat hidup masyarakat meningkat. 

b.  Terjadi keadilan :  By the law,  social justice, dan peluang prestasi dan 

kreasi  individual. 

c.  Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat  (dalam membahas 

masalah,  perencanaan,  keputusan dan implementasi).
16

 

d. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan. 

2.  Menurut Weihrich dan Koontz, bahwa kebijakan adalah alat 

membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap 

dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan 

sebaliknya akan mereflesikan posisi dan kekuasaan dalam 

organisasi. Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai 

pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan 

pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan 

merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan 

menejer.
17

 

                                                      
15

 Nuryahdi, Kebijakan, Universitas Tanjung Pura, Vol.3.no.1.2020 
16

 M.Syukri,dkk, membangun sistem permasalahan dan menetapkan kebijakan, Pendidikan dan 

konseling vol.5 no.1,2023. 
17

 Akib,Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Penerima Mahasiswa Baru Pascasarjana Iain Kendari, 

Shautut Tarbiyah, Vol 26 no ,Mei 2020. 
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3. Menurut Mustopadidjaja: Kebijakan adalah keputusan suatu 

organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan 

tertentu,untuk melakukan kegiatan tertentu,atau untuk mencapai 

tujuan tertentu,yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan 

pembangunan.
18

 

Berdasarkan pengertian kebijakan menurut para ahli, peneliti 

menyimpulkan  kebijakan adalah petunjuk dan batasan secara umum yang 

menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh 

para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan 

dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang 

telah dibuat dan disepakati bersama.  

Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas 

tindakan yang terjadi.selain dari itu,  kebijakan juga dapat diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah 

yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,  kepemimpinanan 

cara bertindak,  pernyataan cita-cita,  prinsip,  atau maksud dalam 

memecahkan  masalah  sebagai garis  pedoman  untuk  manajeman dalam 

usaha mencapai  sasaran atau tujuan.  Dengan kata lain  sebagai  pedoman 

untuk bertindak bagi pengambilan keputusan. 

2.2.2 Teori Pengambilan Kebijakan atau Keputusan 

         Formulasi atau perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap yang 

penting dalam pembentukan kebijakan publik, karena tanpa ada perumusan 

kebijakan  maka  kebijakan  itu sendir i tidak akan mungkin ada.  Pembentukan 

dan perumusan kebijakan sekilas merupakan konsep yang mirip, namun 

keduanya merupakan konsep yang berbeda meskipun keduanya tidak dapat 

dipisahkan secara tegas.  Pembentukan  kebijakan  merupakan keseluruhan 

                                                      
18

Zh Faozan,Ilmu administrasi,implementasi kebijakan organisasi perangkat daerah, Politeknik 

STIA LAN,volume VII NO 3,Bandung,September 2010  
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tahap dalam kebijakan publik yang berupa rangkaian keputusan.
19

 

            Setiap manusia pasti selalu mengambil keputusan baik untuk dirinya 

sendiri atau untuk kepentingan kelompok.  Pengambilan  keputusan  tidak  

dapat dilakukan dengan ceroboh.   Hal ini menyangkut soal kehidupannya 

sekarang , masa lalu,  dan masa depan. Teori pengambilan keputusan 

merupakan  ilmu  yang  menelaah  mengenai  cara memilih  alternatif  yang 

tepat  untuk   dijadikan  sebagai  sebuah  keputusan.  Biasanya berkaitan dengan 

perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu.. 

             Menurut Harbany Pasolong, teori ini menyatakan bahwa seseorang 

memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak hanya berdasarkan 

persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapinya.  Hal  ini  disebabkan  

karena setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda. Sehingga,  akan 

berpengaruh pada pengambilan keputusan yang tidak dapat dipisahkan dari 

berbagai konteks sosial berupa tekanan-tekanan dan pengaruh politik, ekonomi, 

dan sosial. Pengambilan keputusan  juga dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 

dari dalam diri ataupun faktor lingkungan.
20

  

    Tahap- tahap pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1.  Penemuan masalah 

      Tahap ini merupakan tahap dimana masalah harus didefinisikan dengan 

jelas, sehingga perbedaan antara masalah menjadi jelas. 

2.  Pemecahan masalah 

       Tahap ini merupakan tahap dimana masalah yang sudah ada atau sudah 

jelas kemudia diselesaikan dengan langkah langkah sebagai berikut: 

        a. Identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. 

        b. Menganalisis faktor yang tidak dapat diketahui. 

        c. Pembuatan alat (sarana) untuk mengevaluasi. 

        d. Pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. 

3. Pengambilan Keputusan 

         Keputusan yang diambil berdasarkan pada keadaan lingkungan atau 

                                                      
19

 Siti malaiha dewi, peran perempuan dalam formulasi kebijakan, IAIN kudus,2016 
20

 Mulyono, Teori pengambilan keputusan,of administrasi Negara, administrasi publik, Juni,2009 
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kondisi yang ada.
21

 

           Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori pengambilan 

keputusan didefinisikan  yaitu  bagaimana  memberi  rujukan  kepada orang 

atau organisasi dalam  mengambil  keputusan.  Teori  yang  digunakan  peneliti 

dalam penelitian ini adalah teori pengambilan keputusan.  

2.2.3 Peran Perempuan 

        1. Defenisi Peran 

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran adalah 

aktifitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang biasanya 

diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. 

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Ketika seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang 

tersebut telah menjalankan suatu peranan. Dapat disimpulkan, peranadalah 

deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan 

dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.  Peran merupakan kombinasi 

posisi dan pengaruh  seseorang  dalam melaksanakan hak dan kewajiban. 

Berikut pengertian peranan menurut para ahli: 

1. Menurut soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) 

   Apabila seseorang  melaksanakan  hak dan kewajibanya sesuai dengan 

kedudukannya maka dia menjalankan perananya. Antara kedudukan dan peranan 

keduanya tidak dapat dipisahkan. Peranan adalah  tingkah  laku yang diharapkan 

dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Tidak ada peranan tanpa  

adanya kedudukan, peranan juga mempunyai arti demikian.  Setiap orang 

memiliki macam – macam  peranan  yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidup. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi  masyarakat  serta kesempatan-kesempatan apa yang 

diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan 

merupakan  hal  yang  sangat penting bagi seseorang, karena dengan peranan 
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yang dimilikinya ia akan dapat mengatur perilaku dirinya dan orang lain. 

Seseorang  dapat  memainkan  beberapa  peranan  sekaligus pada saat yang 

sama, seperti seorang perempuan dapat mempunyai peranan sebagai istri, ibu, 

karyawan kantor sekaligus. Peranan mencangkup tiga hal,yaitu: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau  tempat seseorang dalam  masyarakat.  Peranan dalam arti  

ini merupakan rangkaian  peraturan-peraturan  yang  

membimbing  seseorang dalam  kehidupan  masyarakat. 

b. Peran adalah  suatu  konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran dikatakan  sebagai perilaku yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat. 

2. Menurut moeliona, menguraikan defenis peran sebagai berikut: 

a. Seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan dimasyarakat. 

b. Bagian dari tugas utama yang dilaksanakan 

c. Proses cara perbuatan memahami prilaku yang diharapkan dan 

dikaitkan dengan  kedudukan seseorang.
22

 

3. Menurut Biddle dan Thomas mengungkapkan bahwa peran adalah 

serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan 

dari pemegang  kedudukan tertentu. Teori Biddle dan Thomas tersebut 

melihat peran atau  peranan  seseorang dari  harapan- harapan orang lain 

tentang perilaku yang pantas, norma, wujud perilaku, pemberian kesan 

positif atau negatif yang didasarkan pada harapan terhadap peran yang 

dimaksud. Thomas lebih kompheresif dalam melihat peran seseorang 

dalam posisi tertentu.
23

 

 Berdasarkan pengertian peran menurut para ahli,  peneliti menyimpulkan 

peran adalah sebuah aspek atau konsep yang dilakukan individu ataupun 

kelompok berdasarkan kedudukannya. Apabila seseorang individu maupun 

                                                      
22
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23
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kelompok sudah melakukan hak dan kewajibannya bisa dikatakan sudah 

melakukan sebuah peran. Maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah 

kedudukan seseorang atau kelompok untuk mengatur perilaku dirinya untuk 

mencaapai status tertentu. 

 2. Ruang Lingkup Peran perempuan 

  Pada umumnya masyarakat di Indonesia, pembagian kerja antara 

lelaki dan perempuan  menggambarkan peran perempuan.  Basis awal dari 

pembagian kerja menurut jenis kelamin ini tidak diragukan lagi terkait 

dengan kebedaan peran lelaki dan perempuan dalam fungsi reproduksi. 

Dalam masyarakat mempresentasikan peran yang ditampilkan oleh seorang 

perempuan. Analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif 

posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan  produktif  tidak langsung 

(domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Peran Tradisi 

            Menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus 

rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). 

Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu 

perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah. 

2. Peran transisi 

            Mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. 

Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi 

mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung 

jawab perempuan. 

3. Dwiperan 

     Memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu 

menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. 

Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan 

suami  akan  memicu  keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka 
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atau terpendam. 

4. Peran egalitarian 

     Menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. 

Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk 

menghindari konflik kepentingan  pemilahan  dan  pendistribusian peranan. 

Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi 

untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan  ketidaknyamanan  suasana 

kehidupan berkeluarga. 

5. Peran kontemporer 

            Adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam 

kesendirian. Jumlahnya belum banyak,  akan tetapi benturan demi benturan 

dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada 

kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya.
24

 

3. Karakteristik peran perempuan 

a. Dalam keluarga 

Keluarga adalah inti dari masyarakat, dengan kata lain keluarga adalah 

masyarakat yang terkecil yang terdiri dari Suami, Istri dan Anak.  Keluarga yang 

baik akan menentukan bagaimana bangunan dari masyarakatnya.  Keluarga yang 

baik tentunya dibangun oleh perempuan perempuan yang baik, kuat, tangguh, 

sabar dan adanya kerjasama yang harmonis antara Suami, Istri dan anak-anak. 

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya 

bagi  kesejahteraan  sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-

anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi 

perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga merupakan wadah 

tempat bimbingan dan latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda. 

Dan diharapkan dari keluargalah seseorang dapat menempuh kehidupannya 

dengan masak.   Peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar 

dibagi menjadi 3, yaitu:  

1. Peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga 

2. Peran perempuan sebagai istri 
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3. Peran perempuan sebagai anggota masyarakat.
25

 

b.  Dalam masyarakat 

 Posisi dan  kedudukan  perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara sudah sangat jelas yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga 

negara yakni  memiliki  sejumlah hak dan kewajiban.  Tidak  ada  perbedaan 

antara perempuan dan laki laki.
26

 

c. Dalam pendidikan 

 Jumlah perempuan yang demikian besar merupakan aset dan  

problematika  d i bidang  ketenagakerjaan.  Dengan mengelola potensi perempuan 

melalui bidang pendidikan dan pelatihan maka tenaga kerja perempuan akan 

semakin menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat 

derajat bangsa. 

d. Dalam bidang ekonomi. 

 Pertumbuhan ekonomi akan memacu pertumbuhan industry dan 

peningkatan pemenuhan  kebutuhan dan kualitas hidup. Disektor ini perempuan 

dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui  berbagai  jalur baik 

kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terdidik. 

e. Dalam pelestarian lingkungan 

 Kerusakan lingkungan yang semakin parah karena proses industriliasasi 

maupun pembalakan liar perlu proses reboisasi dan perawatan lingkungan secara 

intensif. Dalam artian perempuan memiliki potensi yang besar untuk berperan 

serta dalam penataan dan pelestarian lingkungan.
27

 

f. Dalam politik 

Perempuan Indonesia tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. 

Perempuan yang dulunya tidak diperkenankan sekolah hanya diperbolehkan 

membersihkan rumah, memasak,dll, kini dapat mencicipi akses pendidikan. Tugas 

dan  tanggung jawab  seorang  perempuan  bukanlah  sekedar  menjadi  pelengkap 

isi rumah tangga.  Namun harus bisa membicarakan arah kemajuan bangsa. 
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Berbicara politik tidak hanya dilakukan oleh kalangan politisi, pemerintah atau 

para birokrat saja namun semua lapisan masyarakat.
28

 

Representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh 

dari harapan. Di Indonesia sendiri perempuan yang terjun dalam dunia 

perpolitikan  masih  terbelenggu dengan laar belakang, budaya patriarki, 

perbedaan gender. Meskipun sampai saat ini  selalu ada upaya untuk memperbaiki 

persoalan tersebut. 

g. Dalam kepemimpinan 

Kepemimpinan perempuan memiliki karakteristik sifat sifat khusus, yang 

mana sifat ini ,menjadi sumber kekuatan perempuan saat memegang peranan 

sebagai pemimpin. Diantaranya: partisipasi, pelimpahan dan pemberian 

wewenang, lebih memahami sesame perempuan, dan berpandangan  jauh 

kedepan.  Secara umum  karakteristik  gaya  kepemimpinan  terbagi  menjadi  

dua, yaitu: kepemimpinan feminism-maskulim dan gaya kepemimpinan 

tranformasional-transaksional.
29

  

 Menurut peneliti, perempuan mampu berkiprah dalam segala aspek. 

Keberhasilan  melakukan semuanya bukan merupakan hal yang mudah, yang 

penting adalah kemauan dan usaha untuk selalu belajar. 

2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia pada pemerintah desa adalah dilaksanakan oleh: 

Pertama,  kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, yang bertugas untuk 

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.  kedua, 

dalam  menjalankan  roda pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan desa.
30

 

 Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa pada Tata Pemerintahan jelas 

diatur secara signifikan pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang 
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Desa yang mana secara hierarki eraturan perundangundangan berada dalam 

Peraturan Kabupaten dan kota, namun pada penyelenggaraan peraturan 

perundnag-undangan, yang mana hal tersebut melalui proses Panjang pada 

perumusannya.  Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur bahwa 

Badan Permusyawaratan Desa berada pada posisi legislative pada tatanan 

pemerintahan desa yang berfungsi untuk menjadi perumus, pengawas serta 

budgeting pada penyelenggaraan Desa.
31

 

 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang aspirasi masyarakat 

meliputi cara Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat.  Cara yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

menampung aspirasi masyarakat adalah dengan cara membuka saran baik itu 

untuk pemerintah desamaupun untuk Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, 

serta masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis ataupun 

secara lisan pada saat ada pertemuan Badan Permusyawaratan Desa. Cara Badan 

Permusyawaratan  Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan 

menyampaikan dan membahas masalah bersama dengan pemerintahan 

desa pada pertemuan.
32

. 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang  desa adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata 

cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat  tata  kelola pemerintahan desa  yang 

demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. Undang-undang ini menggantikan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah dan menghadirkan 

fokus khusus pada peran serta desa dalam pembangunan nasional.
33

 

 Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 

2004 pasal 209 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah sebutan 

nama Badan Perwakilan Desa. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 

32 tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut: 

                                                      
31
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    1)  Anggota Badan Permusyawaratan 

 Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan 

dengan cara musyawarah dan mufakat. 

    2)  Pimpinan Badan Permusyawaratan 

Desa dilpilih dari dan oleh abnggota Badan Permusyawaratan Desa. 

    3)  Masa jabatan anggota Badan 

          Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi 

untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 

     4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan 

Permusyawaratan Desa diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan 

pemerintahan sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Otonomi Daerah 

tahun 2004 tentang  Pemerintah Daerah.
34

 

 Adapun yang menjadi makna dasar dari tujuan dibentuknya Badan 

Permusyawaratan Desa adalah memperkuat pemerintah desa dalam melaksanakan 

rumah tangganya sendiri secara demokratis dan sesuai aspirasi masyarakat yang 

ada di desa itu sendiri. Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 

berperan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa pada 

dasarnya mempunyai kedudukan yang cukup penting dan strategis dalam 

menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa terkait kebutuhan dan aspirasi 

yang ingin disampaikan. Terutama dalam hal pembangunan masyarakat desa itu 

sendiri.. Hal tersebut menjadi penting dalam menunjang pelaksanaan 

pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam 

pembangunan desa atas keterlibatannya. Akan tetapi, hal tersebut harus 

disesuaikan dengan kapasitas pemahaman yang baik mengenai peran , fungsi dan 

kewenangannya oleh anggota BPD.  

2.2.5  Skema Pemikiran 

Skema pemikiran penelitian bertujuan untuk menentukan fokus dan 

                                                      
34
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batasan terhadap apa yang akan diteliti.  Skema pemikiran juga memperlihatkan 

bagaiamana cara peneliti berpikir untuk mencapai hasil dari penelitian. Sesuai 

dengan fenomena yang peneliti teliti,  yaitu  di desa Cipang Kanan  kurangnya 

partisipasi perempuan di ranah pemerintahan desa.  Keterlibatan seorang 

perempuan  dalam  proses pengambilan kebijakan di pemerintahan desa rendah 

karena kurangnya partisipasi perempuan,  selain itu juga mempengaruhi faktor 

peran perempuan dalam pemerintahan desa, dimana posisi yang dipegang di 

bangku pemerintahan sangat sedikit.   

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti paparkan diatas, 

penelitimencoba memaparkan skema pemikiran dari penelitian ini secara umum 

skemapemikiran dalam penelitian  ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan  2.1 

                                Skema Pemikiran Penelitian 

 

  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema pemikiran digunakan  untuk mempermudah memahami maksud 

dan tujuan dari penelitian yang akan diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan dari 

skema penelitian diatas  kurangnya partisipasi perempuan diranah pemerintahan 

desa sehingga keterwakilan posisi perempuan dalam pengambilan kebijakan 

sangat rendah. Tahun 2021 mulai terlihat kehadiran perempuan yaitu di Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) .  

Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana keterwakilan peran perempuan 

angota BPD dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan di desa Cipang Kanan 

Kabupaten Rokan Hulu. Dengan menggunakan teori pengambilan keputusan oleh 

Kurangnya partisipasi perempuan diranah pemerintahan desa sehingga 

keterwakilan posisi perempuan dalam pengambilan kebijakan sangat rendah. 

Tahun 2021 mulai terlihat kehadiran perempuan yaitu di Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD)  

Teori Pengambilan Keputusan, 

 Harbany Pasolong 

 

Keterwakilan peran perempuan 

dalam pengambilan kebijakan 

Peran perempuan di Badan Permusyawaratan 

Desa dalam pengambilan kebijakan di desa 

Cipang Kanan Kabupaten Rokan Hulu 
 

Perumusan 

masalah 

Pemecahan 

masalah 

Pengambilan dan 

pembuatan kebijakan 
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Harbany Pasolong yang menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan  

untuk melihat sejauh mana peran perempuan anggota Badan Permusyawaratan 

Desa dalam pengambilan kebijakan di Desa Cipang Kanan kabupaten Rokan 

Hulu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN                                        

3.1  Pendekatan dan jenis penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif  studi kasus. Kirlk dan miller 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah  tradisi  tertentu dalam  ilmu  

pengetahuan sosial yang secara fundamental  bergantung  pada pengamatan 

terhadap manusia dalam  kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang 

orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. 

Menurut Bogdan taylor menyatakan bahwa penelitian Kualitatif adalah 

salah satu prosedur penelitian yang  menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan atau  tulisan dan perilaku orang orang yang diamati
35

. Melalui 

penelitian kualitatif dapat mengenali subjek, merasakan  apa yang mereka alami 

dalam kehidupan sehari hari. 

Adapun alasan peneliti menggunakan  penelitian  kulitatif  karena dalam 

penelitian ini data yang dihasilakan berupa data deskriftif yang diperoleh data-

data berupa tulisan,  kata-kata dan dokumen berasal dari sumber atau informan 

yang diteliti dan dapat dipercaya.  Kriteria data dalam penelitian kualitatif 

adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang  sebenarnya terjadi 

sebagaimana adanya,  bukan data yang sekedar terlihat,  terucap, tetapi data 

yang  mengandung  makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut.  Contoh 

data  yang  pasti  misalnya data orang  menangis.  Orang yang menangis itu 

harus dipastikan,  apakah  menangis  karena  susah  atau  justru menangis 

karena  mendapat  kebahagiaan.  Untuk  mendapatkan data yang pasti maka 

diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data. 
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 Akif Khilmiyah, Metode Penelitian Kualitatif, Samudera Biru, Yogyakarta 2016 

  



30 

 

3.2  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk diadakan suatu 

penelitian.  Lokasi  penelitian  in i dilakukan  di desa Cipang Kanan,  kecamatan 

Rokan IV koto , kabupaten Rokan Hulu,  Riau.  Dengan  adanya  gambaran dari 

lokasi penelitian akan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. 

Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena pada struktur 

pemerintahan di desa Cipang kanan kurangnya partisipasi keterlibatan 

perempuan  di ranah parlemen pemerintahan  serta peran keterwakilan 

perempuan  dalam  pengambilan  kebijakan  di pemerintahan  desa Cipang 

Kanan,  asumsinya banyak diisi oleh para lelaki  saja di parlemen.  

3.3  Peranan Penelitian 

            Di dalam  penelitian  ini penulis berperan sebagai  instrument  utama, 

alasannya bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, 

masalah,  fokus penelitian,  prosedur penelitian,  hipotesis yang digunakan bahkan 

yang  akan  didapatkan  belum  bisa dipastikan.  Peneliti  bukanlah  orang  yang 

terlibat secara langsung dengan objek yang akan diteliti ataupun nonpartisipan. 

Dalam artian bahwa pada penelitian ini peneliti  melakukan  serangkaian  tindakan 

terkait dengan  upaya  untuk  mendapatkan  data  sesuai  dengan objek 

yang  akan  teliti. 

3.4  Teknik Pemilihan Informan 

  Informan  penelitian  adalah  orang   yang  diwawancarai, diminta 

informasi  oleh  pewawancara.  Sampel  yaitu  sebagian  dari  populasi yang 

diambil  datanya  dengan  menggunakan  cara-cara tertentu.  Agar  dapat memilih 

informasi yang dianggap mengetahui segala informasi dan masalah secara 

mendalam dan dapat dipercayakan sebagai sumber dalam mencari data yang 

diinginkan. 

 Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan  tertentu.  Teknik  ini bertujuan untuk  menentukan siapa 

saja informan  yang  akan peneliti teliti.  Informan dalam penelitian ini adalah 
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orang yang benar benar  tahu dan menguasai masalah,  serta terlibat langsung 

dengan masalah penelitian.  Dengan  menggunakan metode penelitian kualitaif, 

maka sangat erat kaitannya dengan faktor faktor konteksual. 

Berikut peneliti paparkan informan yang akan peneliti teliti untuk 

mendapatkan informasi dan data yang peneliti butuhkan: 

 

Tabel 3.1 Informan Inti 

No Nama Keterangan 

1. Trify Suhelni Anggota Bpd perempuan 

2. Didit Ketua BPD 

2. Waldi Rahmi, SE Kepala desa 

3. Sannerya Perangkat desa 

4. Jefri Yandi, SE Perangkat desa 

5. Randa Anggota Bpd 

6. Alex Anggota Bpd 

 

3.5  Unit Analisis 

 Unit analisis adalah satuan tertentu sebagai subjek penelitian. Unit 

analisis merupakan prosedur pengambilan individu yang di dalamnya 

mencakup samplingdan satuan kaji. Unit analisis mencakup beberapa jenis 

yaitu, 1) tingkat individu, analisis utama yang paling lazim dilakukan, unit 

analisis ditingkat individu dapat berupa melihat tindakan seseorang, persepsi, 

sikap,dan pendapat.  2) Kelompok,  didefinisikan sebagai dua atau lebih 

individu yang berinteraksi.  Unit analisis  yang diterapakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah kelompok, yaitu lembaga pemerintahan desa cipang kanan 

(anggota BPD dan Perangkat desa Cipang Kanan). 
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3.6  Teknik Pengumpulan Data 

   Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian 

kualitatif dengan menggunakan metode purposive sampling, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara  adalah  suatu  teknik  pengumpulan  data  untuk  

mendapatkan  informasi  yang  digali  dari  sumber  data  langsung dari 

percakapan atau  tanya jawab.   Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud 

tertentu.   Percakapan  itu  dilakukan  oleh dua pihak,  yaitu pewawancara dan 

yang  mengajukan  pertanyaan  dan  terwawancara  yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan.
36

 

Adapun  metode  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dalam  penelitian 

ini adalah wawancara terstruktur,  dimana peneliti  menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Dengan wawancara 

terstruktur  ini  setiap  responden  diberi  pertanyaan  yang sama, dan 

pengumpul data mencatatnya dan merekam suara. Pihak yang akan 

diwawancarai yaitu,  perempuan perangkat desa Cipang Kanan,  Perangkat desa 

Cipang kanan, Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Cipang Kanan,   

masyarakat  desa  Cipang  kanan.  Wawancara (interview)  merupakan salah 

satu  teknik pengumpulan  informasi yang dilakukan dengan “Tanya jawab”, 

baik secara langsung maupun tidak langsung.  Wawancara  ini  berpedoman 

kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. 

2. Dokumentasi 

     Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data data yang 

diperlukan dalam  permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens, sehingga 

dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu 

kejadian.
37
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 Lexy J Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Rosdakarya,Bandung 2016 
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3.7  Triangulasi Data 

Triangulasi data adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar 

absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah 

Teknik pemeriksaan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan 

terhadap data itu. Trigualisasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber,  triagulasi sumber yang dilakukan peneliti dengan 

mencari keabsahan informasi yang didapatkan kepada informan yaitu 

masyarakat desa Cipang Kanan. 

Tabel  3.2 Informan Triangulasi 

No Nama Keterangan 

 Muklis Ketua kerapatan adat nagari 

2. Adrianto Ketua Karang Taruna 

3. Nurtaiza Kelompok Tani perempuan 

4. Tuti Ketua PKK 

5. Erni Wirid Yasin 
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3.8 Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas.  Didalam  penelitian  ini  teknik  pengolahan data yang digunakan 

adalah dengan teknik penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan 

wawancara kepada informan yang telah peneliti tentukan, dan dari data yang 

didapatkan peneliti dapat  mengambil  kesimpulan tentang penelitian ini. 

Bagan 3.1  Proses analisisis data kualitatif 

 

 

 

 

   

 

       Bagan diatas memperlihatkan bagaimana pengumpulan data dengan 

analisis data,  pengumpulan data merupakan bagian  terpenting  dalam  

kegiatan analisis data.  Reduksi  data  merupakan upaya menyimpulkan data 

dan  kemudian dipilah dengan kategori tertentu, hasil dari reduksi data diolah 

sedemikian rupa supaya mendapatkan  hasil yang efisien.
38

 Dalam penilitian ini 

peneliti akan berupaya  menjawab dan menguraikan pengertian analisis data, 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan bagaimana penarikan 

kesimpulan data yang diperoleh. 

 

 

                                                      
38
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3.9 Rancangan Struktur Penulisan 

 Dapatkan gambar detail dan lihat intinya dalam proposal tersebut,penulis 

membagi sistematika pembahasan menjadi 5 BAB yaitu:    

a. BAB I, PENDAHULUAN 

      Pada bagian ini penulis menjelaskan rumusan masalah, masalah penelitian 

dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan penulisan sistem 

yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya: “Peran Perempuan Di 

Pemerintahan Desa Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Desa Cipang 

Kanan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu,Riau tahun 2021.) 

b. BAB II, KERANGKA TEORI 

            Pada bagian  ini penulis memperkenalkan peran perempuan dalam teori 

pengambilan kebijakan atau keputusan.  Konsep  ini akan menjadi penulis 

gunakan itu sebagai alat analisis untuk menjelaskan hubungan dengan jelas 

teori/konsep dan pertanyaan penelitian. 

c. BAB III, METODE PENELITIAN 

 Pada bagian ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam 

penelitian ini. Pendekatan dan desain penelitian, membahas lokasi penelitian, 

peran serta teknik yang diambil dalam penelitian. Bagian ini juga menjelaskan 

lokasi penelitian yang dijadikan wadah untuk melakukan peneletian ini. Selain itu, 

bagian ini juga menjelaskan tentang peranan penelitian, teknik pemilihan 

inforrman, yang mana informan dalam penelitian ini dipilih secara langsung oleh 

peneliti, unit analisis,teknik pengumpulan data,dalam teknik pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu berupa wawancara dan 

dokumentasi, triangulasi data, analisis data, serta menjelaskan tentang rancangan 

struktur penulisan.  

d. BAB IV, DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

        Pada bagian ini lebih mendeskripsikan secara detail lokasi penelitian 

yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai fokus tempat penelitian. 

e. BAB V, HASIL PENELITIAN 

          Pada bagian ini peneliti akan memaparka hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah peneliti teliti terkait dengan bagaimana peran perempuan 
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dipemerintahan desa dalam pengambilan kebijakan (studi kasus di desa Cipang 

Kanan kabupaten Rokan Hulu tahun 2021),  baik itu berupa hasil wawancara 

atau tinjauan pustaka yang dikaji secara mendalam menggunakan teori 

pengambilan keputusan/kebijakan.  

f. BAB VI, PENUTUP 

  Pada bagian ini peneliti memaparkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan yang  berisikan poin kesimpulan dan saran. 
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BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI ATAU OBJEK PENELITIAN 

4.1  Sejarah Desa Cipang Kanan 

 Dahulu sebelum dikenal sebagai desa Cipang Kanan,  desa ini dikenal 

dengan nama Koto Melintang.  Sejarahnya bermula dari kedatangan sekelompok 

orang dari Pagaruyung yang melakukan perjalanan dari Lubuk Sikaping,  

Pasaman, Sumatera Barat menuju daerah tersebut. Proses pemekaran dan 

perubahan nama desa ini setelah pertemuan dengan Raja Rokan dan rombongan 

yang dipimpin oleh Datuk Kalisati. 

   Awal mula berdirinya yaitu Dusun Kubang Buaya. Dusun ini salah satu 

dusun tertua di desa Cipang Kanan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. 

Nama ini berasal dari mitos lokal yang mengaitkan dengan kebedaraan buaya 

besar di sungai setempat. Selanjutnya perkembangan zaman lahirlah Dusun II 

Kersik Putih dan Dusun III  Kampung Batas. Desa Cipang Kanan  ini terdapat tiga 

dusun dan Dusun Kubang Buaya merupakan ibu desa Cipang Kanan sampai saat 

sekarang ini. 

4.2  Letak dan pemerintahan Desa Cipang Kanan 

 Desa Cipang Kanan merupakan desa yang terletak di kecamatan Rokan 

IV Koto kabupaten Rokan Hulu. Letaknya yang cukup strategis karena berada 

pada lintas Sumatera bagian barat. Jaraknya ke ibu kota provinsi 168km, dan ibu 

kota kecamatan 65 km. Desa Cipang Kanan ini dipimpin oleh seorang kepala 

desa. Luas desa Cipang Kanan sebesar  17.749 km. Jumlah penduduk di desa 

Cipang Kanan adalah 1.114 jiwa. Dengan jarak Kantor desa ke Kecamatan adalah 

49 km. 

 Dilihat dari bentengan wialayah, Sebelah utara kecamatan Rokan IV Koto 

berbatasan dengan kecamatan Rambah dan Rambah Samo. Sebelah Timur 

berbatasan dengan kecamatan Tandun dan Kecamatan Ujung Batu. Sebelah 

Selatan berbatasan dengan XIII Koto Kampar dan sebelah barat berbatasan 

dengan kecamatan Mapat Tunggul, Pasaman, Sumatera Barat. 
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 Dilihat dari potensi yang dimiliki oleh desa Cipang Kanan baik sumber 

daya manusia (SDM) maupun sumber daya alamnya (SDA) sangat potensial. 

Masyarakat desa Cipang Kanan pada umumnya bermata pencarian bertani karena 

didukung oleh lahan tanah yang subur yaitu sebagai petani karet dan sawit. 

 

Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian 

    

 

 

 

 

 

 

   Desa Cipang Kanan terdiri dari 3 Dusun yaitu: 1) Dusun I Kubang 

Buaya, 2) Dusun II Kersik Putih, 3) Dusun III  Kampung  Batas. 

4.3  Keorganisasian 

 Organisasi merupakan suatu kelompok atau sekumpulan yang memiliki 

tujuan yang sama, di desa Cipang Kanan terdapat  beberapa organisasi  yaitu 

sebagai berikut: 

 1. Kerapatan Adat Nagari 

Kerapatan adat nagari  adalah lembaga pemufakatan adat tertingi yang  

telah ada diwarisi secara turun temurun ditengah tengah Riau. 

Kerapatan adat nagari di Cipang Kanan diketuai oleh bapak Mukhlis. 

 2. Wirid  Yasin  

 Wirid  yasin merupakan kegiatan keagamaan yang secara umum 

dilakukan oleh ibu ibu berkelompok  di Masjid atau langsung kerumah 

masyarakat sekitar.
39

  Wirid Yasin di desa Cipang Kanan diketuai oleh 
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 Nazari Mahda, dkk, Penagruh wirid yasin terhadap spritualitas kaum ibu di kecamatan Sawang, 
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ibuk  Erni. 

           3. Kelompok Tani   

Kelompok Tani merupakan sekumpulan petani yang terikat dalam suatu 

kelompok diwilayah tertentu atas dasar keserasian dan kebutuhan 

bersama.
40

. Kelompok tani Desa Cipang Kanan diketuai oleh ibuk 

Nurtaiza. 

           4. Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

    Kelompok pkk adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh 

dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk 

membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam 

masyarakat, menumbuhkan , menghimpun, mengarahkan, dan membina 

keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) Di Desa Cipang Kanan diketuai oleh ibuk Tuti. 

4.4   Pendidikan Desa Cipang Kanan 

 Dari segi pendidikan didukung oleh fasilitas yang cukup memadai yaitu, 

Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD) berjumlah 3 buah, Prasekolah Taman Kanak-

Kanak (Tk) berjumlah 3 buah, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 buah, Serta satu 

bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dan tempat ibadah terdiri dari 3 

buah bangunan masjid dan 3 buah bangunan posyandu.  
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   BAB V 

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN 

5.1   Temuan dan Hasil 

 Pada bab ini peneliti akan menyajikan dan menjelaskan informasi dan 

data data yang telah peneliti peroleh selama penelitian dilapangan berlangsung. 

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu. Informasi dan data yang telah peneliti dapatkan berupa 

informasi melalui wawancara dengan informan penelitian. Data yang telah 

didapatkan melalui informan penelitian akan peneliti sajikan dalam bentuk kata 

kata, pendapat, dan argumentasi  sehingga dapat menjelaskan topik yang telah 

peneliti angkat. Adapun tujuan dari penelitian ini  yaitu untuk mendeskripsikan 

peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dalam pengambilan 

Kebijakan di Desa Cipang Kanan, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan 

Hulu. 

 Tahun 2021 awal mulai munculnya keterwakilan perempuan  

pemerintahan desa Cipang Kanan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Trify 

Suhelny selaku perempuan yang sudah menjabat di BPD Cipang Kanan selama 

kurang lebih 3 tahun. Sebagai seorang perempuan „Trify Suhelny‟ beranggapan 

bahwa perempuan tidak hanya dirumah saja, akan tetapi perempuan sangat boleh 

untuk berpartisipasi didunia pekerjaan. Awal mula motivasi trify Suhelny terbesit 

ketika menghadiri sebuah acara di desa Cipang Kanan yang diselenggarakan oleh 

pihak setempat yang melalukan sebuah program kerja seperti seminar yang 

membahas topik tentang perempuan. Dengan semangat dan niat  yang kuat beliau 

mendiskusikan hal itu bersama keluarga. Selanjutnya, Trify Suhelny meminta izin 

kepada keluarga untuk mencoba bekerja di BPD Cipang Kanan. Dengan 

dukungan penuh dari keluarga, Trify Suhelny melamar untuk bekerja di BPD 

Cipang Kanan dengan mengikuti semua prosedur pendaftaran, persyaratan dan 

seleksi dalam pemilihan anggota BPD Cipang Kanan. 
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 Proses seleksi yang  ketat berlangsung, dalam pemilihan banyaknya para 

kandidat yang mendaftarkan diri. Tidak hanya perempuan saja tetapi juga diisi 

oleh banyak laki laki.  Dengan niat dan tekat yang kuat, Trify Suhelni mengikuti 

semua prosedur sampai tahap seleksi dan kemenangan. Proses yang panjang untuk 

bisa menduduki jabatan sekarang, sangat menjadi sebuah penghargaan bagi Trify 

Suhelni karena terwujudnya cita cita beliau dan masyarakat Desa Cipang kanan 

untuk menciptakan keterlibatan perempuan di ranah pemerintahan desa. Selama 

ini sebelun beliau menjabat,  kekosongan kursi untuk perempuan sangat terbukti 

dengan kesenjangan yang ada. Perempuan belum pernah dilibatkan untuk hadir 

dan memperoleh posisi yang sama untuk berkerja diranah pemerintahan desa 

Cipang Kanan. Semua posisi diisi oleh laki laki sehingga belum terwujudnya 

keadilan gender. 

 Kurangnya partisipasi keterwakilan perempuan di pemerintahan Desa 

Cipang Kanan, karena adanya  anggapan bahwa perempuan tidak bisa dilibatkan. 

Perempuan dianggap lemah dan tidak bisa diikut sertakan. Laki laki lebih 

cendrung  bisa dan cocok diposisi itu. Minimnya partisipasi perempuan dalam 

pemerintahan Desa Cipang Kanan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan 

Hulu mencerminkan masalah yang sangat harus diperhatikan lebih luas yang 

menghambat keterlibatan perempuan dalam pemerintahan daerah dalam proses 

pengambilan kebijakan/keputusan.   

 5.2 Proses Pengambilan Kebijakan/ Keputusan 

 Menurut Harbany Pasolong , Pengambilan keputusan merupakan proses 

pemilihan suatu alternatif  untuk memastikan keberlangsungan organisasi. Dalam 

prosesnya, instansi harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang  

memengaruhi pengambilan keputusan.  Faktor internal contohnya sumber daya 

yang diperlukan oleh instansi untuk pengambilan keputusan yang baik, sementara 

faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi lingkungan diluar organisasi yang 

berdampak pada pengambilan keputusan. Peran perempuan di Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pengambilan kebijakan sangatlah penting.  

Keterlibatan   perempuan menunjukkan bahwa perempuan memiliki pemahaman 
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yang baik tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta mampu 

merumuskan kebijakan yang inklusif.
41

  

 Pada  penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para 

informan yang terlibat dalam peran perempuan di Badan Permusyawaratan Desa 

dalam pengambilan kebijakan di desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu dengan fokus pada tiga komponen  pendukung teori 

Harbany Pasolong dalam proses pengambilan kebijakan yaitu:  (1) perumusan 

masalah, (2) pemecahan masalah, (3) pengambilan dan pembuatan 

keputusan/kebijakan. 

 Dalam teori Harbany Pasolong, dalam proses pengambilan 

keputusan/kebijakan, tahapan proses yang dilakukan yaitu , tahap pertama, 

perumusan masalah. Tahap kedua, Pemecahan masalah. Tahap ketiga, 

pengambilan dan pembuatan keputusan/kebijakan. Proses ini merupakan proses 

yang digunakan untuk melihat keputusan/ kebijakan yang dilahirkan di Badan 

Permusyawaratan Desa Cipang Kanan. 

 Adapun hasil penelitian selama di lapangan yang berkaitan dengan peran 

perempuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dalam pengambilan kebijakan  

di desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Disini 

peneliti akan melampirkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

informan yang bersangkutan sebagai berikut: 

5.2.1   Tahapan Perumusan Masalah 

 Menurut Harbany Pasolong, perumusan masalah merupakan suatu hal 

yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau 

implementasi suatu program atau kebijakan. Perumusan masalah merupakan tahap 

utama dalam mencapai satu tujuan. Perumusan masalah sangatlah penting dalam 

hal terlaksananya/tercapainya sebuah keputusan/kebijakan. Dalam perumusan 

masalah tentu adanya pihak yang tidak sejalan dengan kebijakan kebijakan yang 

telah ditetapkan dan perlu adanya antisipasi terhadap kebijakan yang dipilih, oleh 

karena itu tahapan perumusan masalah merupakan tahap utama untuk 
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menciptakan tujuan permasalahan sehingga nanti tercapainya pemikiran yang 

sama untuk meningkatkan kinerja dan melaksanakan kebijakan yang telah 

diputuskan secara bersama. 

 Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri 

dari empat tahap: (1) Pencarian masalah, (2) pendefisiaan masalah, (3) spesifi 

masalah, (4) pengenalan masalah. yang baik.
42

 

 1.   Pada tahap pencarian masalah, tahap awal ini melibatkan  identifikasi 

dan pemahaman konteks masalah. Tahap ini memerlukan pengumpulan 

informasi yang relevan dan pengenalan perlunya keputusan. Pencarian 

masalah yang efektif sangatlah penting karena menjadi dasar bagi tahap 

berikutnya, yang mempengaruhi kualitas proses pengambilan 

kebijakan/keputusan. 

        Pada tahap ini, anggota BPD Cipang Kanan termasuk Trify Suhelny, 

melakukan identifikasi dan pemahaman konteks masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi yang 

relevan dari berbagai sumber. Pencarian masalah yang efektif sangat 

penting karena menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Misalnya, dalam 

konteks Desa Cipang Kanan, pencarian masalah dapat mencakup 

identifikasi isu-isu seperti kurangnya pendapatan perempuan atau 

rendahnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Dengan 

memahami konteks masalah secara mendalam, anggota BPD Cipang 

Kanan dapat merumuskan masalah dengan lebih tepat. 

 2.    Pada tahap pendefisian masalah, berbagai solusi potensial dihasilkan 

dan dievaluasi. Tahap ini melibatkan kreativitas dan pemikiran kritis 

untuk mengeksplorasi berbagai alternatif. 

         Setelah masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah 

pendefinisian masalah. Pada tahap ini, anggota BPD Cipang Kanan 

menghasilkan dan mengevaluasi berbagai solusi potensial. Proses ini 

melibatkan kreativitas dan pemikiran kritis untuk mengeksplorasi 
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berbagai alternatif yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang 

telah diidentifikasi. Seperti, jika masalah yang dihadapi adalah kurangnya 

pendapatan perempuan, alternatif solusi yang mungkin diusulkan adalah 

program pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi. 

Pendefinisian masalah yang baik akan membantu anggota BPD Cipang 

Kanan untuk memahami berbagai opsi yang tersedia dan memilih solusi 

yang paling sesuai. 

 3.    Pada tahap spesifi masalah, tahap ini berfokus pada penyempurnaan 

defenisi masalah, yang memastikan kejelasan. Tahap ini mengubah 

masalah yang lebih luas menjadi komponen yang dapat dikelola. 

Spesifikasi masalah yang ditetapkan dengan baik dapat meningkatkan 

kualitas keputusan secara signifikan dengan menyelaraskan proses 

pengambilan keputusan. 

        Pada tahap ini, fokus beralih kepada penyempurnaan definisi 

masalah. Anggota BPD Cipang Kanan berusaha untuk memastikan 

kejelasan dalam perumusan masalah dengan mengubah masalah yang 

lebih luas menjadi komponen yang dapat dikelola. seperti, jika masalah 

yang dihadapi adalah "kurangnya partisipasi perempuan dalam 

pemerintahan," spesifikasi masalah dapat mencakup aspek-aspek seperti 

"kurangnya akses perempuan terhadap informasi tentang pemilihan" atau 

"stigma sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi." 

Spesifikasi masalah yang ditetapkan dengan baik dapat meningkatkan 

kualitas keputusan secara signifikan dengan menyelaraskan proses 

pengambilan keputusan. 

 4. Pada tahap pengenalan masalah, tahap akhir yang melibatkan 

pengakuan keberadaan masalah dan implikasinya. Pengakuan ini penting 

untuk memobilisasi sumber daya dan memulai tindakan. Pengenalan ini 

sering dipengaruhi asumsi yang dapat mempengaruhi bagaimana 

masalah dipersepsikan dan ditangani. 

                    Pada tahap ini, anggota BPD Cipang Kanan mengakui keberadaan 
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masalah dan implikasinya bagi masyarakat. Pengakuan ini penting untuk 

memobilisasi sumber daya dan memulai tindakan. Misalnya, setelah 

mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, anggota BPD Cipang 

Kanan perlu mengkomunikasikan masalah tersebut kepada masyarakat 

dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya 

yang diperlukan. Pengenalan ini sering dipengaruhi oleh asumsi yang 

dapat mempengaruhi bagaimana masalah dipersepsikan dan ditangani. 

Oleh karena itu, penting bagi anggota BPD Cipang Kanan untuk 

menyampaikan masalah dengan cara yang jelas dan meyakinkan agar 

dapat menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat. 

                     Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti paparkan dan jabarkan bagaimana 

proses dalam pengusulan program untuk melahirkan kebijakan di Badan 

Permusyawaratan Desa Cipang Kanan: 

 Identifikasi Masalah 

 Trify Suhelny memulai perjuangannya dengan mengidentifikasi masalah 

yang dihadapi oleh perempuan di Desa Cipang Kanan, terutama terkait dengan 

pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi. Ia melakukan pengumpulan data 

melalui wawancara dan diskusi dengan masyarakat untuk memahami tantangan 

yang mereka hadapi. 

Berdasarkan wawancara penulis bersama trify suhelny bahwa: 

 "saya menemukan bahwa banyak perempuan di desa yang 

kesulitan meningkatkan pendapatan mereka dan tidak 

memiliki akses terhadap informasi mengenai peluang kerja." 

 

 Pengembangan Solusi 

 Setelah mengidentifikasi masalah, Trify mengusulkan program ekonomi 

berbasis pengolahan daun pandan duri sebagai solusi. Ia merancang program 

pelatihan keterampilan untuk perempuan agar mereka dapat memanfaatkan 

potensi lokal ini. 
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 Berdasarkan wawancara bersama trify Suhelny mengatakan bahwa:  

               "saya mengusulkan program pelatihan keterampilan mengolah 

daun pandan duri, yang diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan perempuan dan memberdayakan mereka secara 

ekonomi." 

 

 Diskusi dan Perdebatan 

 Trify menyadari bahwa tidak semua anggota BPD sepakat dengan 

usulannya. Oleh karena itu, ia mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan 

program tersebut. Dalam pertemuan ini, anggota BPD lainnya menyampaikan 

pendapat dan kekhawatiran mereka, yang menciptakan dinamika diskusi. 

Berdasarkan wawancara mengatakan bahwa: 

              "Dalam setiap pertemuan, kami berdiskusi secara terbuka. Tentu 

saja ada perbedaan pendapat, tetapi itu penting untuk 

mencapai kesepakatan yang lebih baik." 

 Mencari Kesepakatan 

 Trify berusaha untuk mendengarkan semua pendapat dan mencari titik 

temu. Ia mengajak anggota BPD untuk bersama-sama mengevaluasi manfaat dan 

tantangan dari program yang diusulkan. Melalui musyawarah, mereka berusaha 

mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.  

Berdasarkan wawancara bersama anggota BPD Cipang Kanan mengatakan 

bahwa: 

               "Kami berusaha untuk menemukan solusi yang dapat diterima 

oleh semua anggota. Diskusi yang konstruktif membantu kami 

untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif." 

 

 Penyusunan Proposal Kebijakan 

 Setelah mencapai kesepakatan, Trify dan anggota BPD menyusun 

proposal kebijakan yang mencakup rincian program, tujuan, dan langkah-langkah 

implementasi. Proposal ini kemudian diajukan kepada pihak terkait untuk 

mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan.  

Berdasrkan wawancara bersama anggota BPD Cipang Kanan mengungkapkan 

bahwa: 
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 "Setelah mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, kami 

menyusun proposal resmi untuk program ini. Kami berharap 

ini dapat memberikan dampak positif bagi perempuan di 

desa." 

 

 Implementasi dan Evaluasi 

 Setelah kebijakan disetujui, Trify berperan aktif dalam implementasi 

program. Ia memastikan bahwa pelatihan berjalan sesuai rencana dan melibatkan 

perempuan dalam setiap tahap pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk menilai 

efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 

 Berdasarkan wawancara penulis bersama ketua BPD menyatakan bahwa: 

"Kami terus memantau dan mengevaluasi program yang telah 

dilaksanakan. Ini penting untuk memastikan bahwa program 

benar-benar memberikan manfaat bagi perempuan di desa.". 

 

Berikut peneliti jabarkan dokumnetasi dalam perumusan kebijakan 

anggota BPD Cipang Kanan: 
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   Proses penganyaman daun pandan duri oleh masyarakat desa cipang kanan 

         Perjuangan Trify Suhelny dalam melahirkan kebijakan ekonomi daun 

pandan duri mencerminkan komitmen dan dedikasinya untuk memberdayakan 

perempuan. Melalui proses identifikasi masalah, pengembangan solusi, diskusi, 

pencarian kesepakatan, penyusunan proposal, dan implementasi, ia berhasil 

menciptakan program yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup 

perempuan di Desa Cipang Kanan. 
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 Dalam hal proses pengambilan keputusan/kebijakan yang dilahirkan 

perempuan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, Sebagaimana yang 

dimaksud oleh Harbany Pasolong yaitu, pada tahap pertama ini dimana pencarian 

masalah dengan benar. Merujuk dari hal tersebut  maka dalam penelitian ini, 

tahapan pencarian masalah dilakukan dengan komunikasi antara sesama anggota 

BPD Cipang Kanan. Komunikasi dalam pencarian masalah menjadi hal yang 

berperan penting dalam tercapainya tujuan dalam pengambilan 

kebijakan/keputusan dan lancarnya proses pengambilan kebijakan/keputusan. Hal 

ini diperlukan agar pelaksanaan dan penginplementasian berjalan efektif sesuai 

dengan tujuan keterwakilan peran perempuan dalam proses pengambilan 

kebijakan di Desa Cipang Kanan kecamatan Rokan IV Koto kabupaten Rokan 

Hulu. 

 Dari proses komunikasi yang dilakukan untuk pencarian masalah dalam 

pembentukan perencanaan kebijakan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang 

Kanan.  Berdasarkan wawancara dengan perempuan Badan Permusyawaratan 

Desa Cipang Kanan, Ibu Trify Suhelny selaku  keterwakilan perempuan di Badan 

Permusyawaratan Desa Cipang Kanan bahwa: 

 “Pada setiap perumusan masalah yang dilakukan di BPD  

Cipang Kanan  untuk melahirkan kebijakan, pada tahap awal 

kami seluruh anggota Bpd Cipang Kanan melakukan 

komunikasi bersama dalam pencarian masalah sehingga 

mencapai kesepakatan bersama. Semua keputusan yang 

direncanakan dilakukan dengan musyawarah diantara kami 

seperti berdiskusi bersama”
43

 

 

 Hal senada juga disampaikan oleh bapak Didit selaku ketua Bpd 

Cipang Kanan dia menjelaskan : 

 

   “ Dalam setiap kegiatan baik itu dalam pembuatan 

kebijakan/keputusan, saya selaku ketua BPD Cipang Kanan 

selalu turut serta dalam perumusan masalah, mulai dari tahap 

pencarian masalah kemudian masalah itu diuraikan yang 

kemudian  dilakukan analisis masalah(spesifi) dan tahap 

terakhir pengenalan masalah secara bersama seluruh anggota 

Bpd Cipang Kanan. Namun tidak dapat dipungkiri pasti 
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adanya dinamika perbedaan pendapat, akan tetapi semua 

kembali terhadap tujuan yang sama yaitu melahirkan suatu 

kebijakan yang efektif.”
44

 

 

 Pada proses perumusan kebijakan di Badan Permusyawaratan Desa 

Cipang Kanan benar bahwasanya ketika perumusan masalah seluruh anggota 

Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah bersama dengan sistem 

mulai dari pencarian masalah, pemecahan masalah, spesifi masalah dan 

selanjutnya pengenalan masalah secara bersama tanpa membeda-bedakan antara 

laki laki ataupun perempuan. Semua saling bekerja sama untuk menghasilkan 

suatu keputusan/kebijakan yang efektif untuk dilahirkan di desa Cipang Kanan 

terutama di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan. 

 Hal itu juga dibenarkan oleh bapak Alex selaku anggota Badan 

Permusyawaratan Desa Cipang Kanan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal 

tersebut sebagai berikut:  

 “Saat rapat ataupun diskusi berlangsung yang selalu dilakukan 

di Bpd Cipang Kanan kami dari seluruh anggota perbidang 

berdiskusi dan merancang perumusan masalah  sesuai 

prosedur kami di Bpd. Mulai dari pencarian masalah sehingga 

nantinya melahirkan keputusan bersama. Kebijakan yang 

dilahirkan juga nantinya akan bertujuan  untuk kami dan 

masyarakat desa Cipang Kanan. Sehingga untuk mencapai 

atau melahirkan keputusan/kebijakan kami seluruh anggota 

lainnya berdiskusi tentang perumusan masalah tersebut sampai 

terciptanya tujuan kebijakan/keputusan tersebut.”
45

 

 

            Menambah apa yang disampaikan oleh informan Alex dibenarkan juga 

oleh Bapak Randa selaku anggota Bpd Cipang Kanan menjelaskan bahwa:  

  “ Dalam perumusan masalah sangat pentingnya diskusi 

bersama. Hal seperti itu nantinya akan memicu tujuan 

bersama. Sehingga tidak adanya saling menyalahkan dan 

membeda bedakan karena dilakukan secara bersama. 

Kebijakan/keputusan yang baik semestinya diciptakan secara 

bersama sesuai prosedur yang ada di Bpd Cipang 

Kanan.Perbedaan dinamika pendapat tentunya ada dan  secara 
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bersama kami selaraskan”
46

 

  

 Berdasarkan wawancara dengan keterwakilan perempuan,ketua BPD, dan 

anggota BPD  menjelaskan bahwa dalam setiap perumusan masalah melakukan 

tahap tahap sesuai prosedur. Mulai dari pencarian masalah,pemecahan masalah, 

spesifi masalah dan pengenalan masalah sehingga nantinya tercipta suatu 

kebijakan/keputusan efektif secara bersama. Musyawarah dan komunikasi 

merupakan hal penting dilakukan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan 

Kecamatan Rokan IV koto Kabupaten Rokan Hulu. 

 Berdasarkan data diatas peneliti simpulkan bahwa, proses pengambilan 

keputusan melalui tahap perumusan masalah didesa Cipang Kanan sangat terjalan 

mulus dan efektif dengan proses musyawarah dan komunikasi sesama anggota 

BPD sesuai prosedur  untuk melahirkan keputusan bersama di Badan 

Permusyawaratan Desa Cipang Kanan. 

5.2.2 Tahapan Pemecahan Masalah 

 Menurut Harbany Pasolong, Pada dasarnya pemecahan masalah adalah 

suatu proses observasi sebagai pengenalan serta usaha untuk mengurangi 

perbedaan antara dengan keadaan yang  akan datang  yang  diharapkan .  

Pemecahan masalah mengusahakan memperkecil jurang pemisah kesenjangan 

yang ada. Agar permasalahan itu dapat diatasi  secara efektif  dan efisien, 

pimpinan harus mampu mengintegrasikan permasalahan yang dihadapinya dan 

mensikronisasikan ketatalaksanaannya.
47

 

 Merujuk dari teori yang disampaikan oleh Harbany Pasolong mengenai 

pengambilan keputusan/kebijakan, Yaitu pada tahap selanjutnya  pemecahan 

masalah. Tahap  ini  merupakan tahap dimana masalah yang sudah ada dan sudah 

jelas kemudian diselesaikan dengan langkah langkah sebagai berkut:  

1) Identifikasi alternaif keputusan untuk memecahkan masalah. 

 Proses ini mencakup curah pendapat solusi potensial dan membangun 
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representasi mental dari masalah, yang membantu dalam menghasilkan opsi yang 

komprehensif. 

 Sama halnya di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipang Kanan, 

keterwakilan perempuan berperan aktif dalam tahap pemecahan masalah. Dalam 

identifikasi alternative keputusan, perempuan anggota BPD Cipang Kanan 

berkontribusi dengan mengemukakan berbagai solusi potensial yang 

mencerminkan. Kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui diskusi yang 

melibatkan hasil pendapat, keterwakilan perempuan mampu membangun 

representasi mental yang komperenshif mengenai masalah yang dihadapi desa. 

 2) Menganalisis faktor faktor yang tidak dapat diketahui.  

 Pada tahap ini, pengambil keputusan harus mempertimbangkan 

ketidakpastian dan variable yang tidak diketahui dan dapat mempengaruhi 

keputusan. Dalam proses ini melibatkan evaluasi keterbatasan informasi yang 

tersedia dan mengenali sifat subjektif dari pengambilan keputusan yang dapat 

mempengaruhi pemilihan alternatif. 

 Sama halnya Perempuan di BPD Cipang Kanan menunjukkan 

kemampuan untuk mempertimbangkan ketidakpastian yang mungkin 

mempengaruhi keputusan. Mereka secara kritis mengevaluasi keterbatasan 

informasi yang ada dan menyadari sifat subjektif dari pengambilan keputusan, 

yang memungkinkan mereka untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam 

proses tersebut. 

3) pembuatan alat (sarana) untuk mengevaluasi. 

 Penetapan kerangka kerja untuk mengevaluasi alternatif sangatlah 

penting. Infrastruktur ini mencakup kriteria untuk menilai kelayaan dan efektifitas 

setiap opsi, memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan analisis struktur dan 

bukan hanya instusi. 

 Sama halnya di BPD Cipang Kanan pada tahap pembuatan alat untuk 

mengevaluasi, perempuan BPD Cipang Kanan berperan dalam menetapkan 

kriteria yang jelas untuk menilak kelayakan setiap alternatif yang diusulkan.  

Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan 
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pada intuisi tetapi juga pada analisis terstruktur. 

4) pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. 

 Dalam pemilihan dan penggunaan, para pengambil keputusan memilih 

model yang tepat untuk menciptakan pilihan mereka. Secara sistematis yang 

ditetapkan sehingga proses pengambilan keputusan lebih terinformasi. 

 Di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, perempuan anggota 

BPD memilih pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi. Sehingga nantinya 

proses pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan 

menjadi lebih jelas dan mencerminkan kepentingan seluruh anggota masyarakat, 

salah satunya suara perempuan yang selalu terabaikan.  

 Pemecahan masalah sangatlah penting agar pengimplementasian suatu 

kebijakan/keputusan dapat berjalan baik dan efektif. Pemecahan masalah disini 

ialah tahap setelah perumusan masalah. Kemudian dalam pemecahan masalah, 

nantinya melahirkan pengambilan dan pembuatan suatu kebijakan/keputusan. Hal 

yang dimaksud adalah apakah kebijakan/keputusan dapat terelisasi dengan sangat 

baik atau tidak. 

 Sama halnya Pemecahan masalah dalam proses pengambilan dan 

pembuatan  kebijakan/keputusan di desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV 

Koto Kabupaten Rokan Hulu. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan 

ibu Trify Suhelny, selaku keterwakilan perempuan Bpd Cipang Kanan, 

Mengatakan bahwa: 

“Dalam setiap tahap pemecahan masalah, saya selalu 

mengedepankan diskusi dan musyawarah. Kami harus memastikan 

bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan, terutama suara 

perempuan yang sering kali terabaikan.” 
48

 

 

Hal senada  juga  dijelaskan oleh ketua BPD Cipang Kanan sebagai  

berikut: 

 

“Dalam proses pemecahan masalah, kami selalu mengedepankan 

musyawarah. Setiap anggota BPD, termasuk Trify, memiliki 

kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka. Ini 
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penting agar setiap keputusan yang diambil mencerminkan 

kebutuhan masyarakat”
49

 

 

           Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan trify 

Suhelny dan Didit, untuk penyelesaian pemecahan masalah dilakukan dengan 

diskusi, komunikasi, musyawarah, secara bersama melalui forum komunikasi 

seluruh anggota yang terlibat dalam pembuatan kebijakan/keputusan. Dalam 

pemecahan masalah di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, selingkup 

anggota melakukan prosedur mulai dari identifaksi masalah, analisis masalah, 

evaluasi, dan terakhir proses pengambilan keputusan.  Keterlibatan aktif dalam 

musyawarah adalah kunci dalam proses pemecahan masalah di BPD Cipang 

Kanan. Baik Trify Suhelny maupun Didit menekankan pentingnya diskusi 

terbuka yang melibatkan semua anggota, termasuk perempuan, untuk 

memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi 

adalah elemen penting dalam pengambilan keputusan yang efektif. 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa 

dalam pemecahan masalah dalam pembuatan dan pengambilan 

kebijakan/keputusan  di Badan Permusyawaratan  Desa Cipang Kanan dilakukan 

secara terbuka dan efektif  secara bersama tanpa membedakan antara rekan kerja 

laki laki maupun perempuan. Semua menjalankan tugas sesuai tupoksi masing 

masing dan ketika pemecahan masalah dilakukan seuai prosedur mulai dari 

identifaksi masalah,  analisis masalah,  evaluasi, dan terakhir proses 

pengambilan keputusan secara bersama untuk melahirkan keputusan yang 

diterima secara bersama bertujuan untuk menjadikan desa Cipang Kanan 

berkemajuan  yang progresif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses 

pengambilan keputusan di Desa Cipang Kanan  perempuan berperan aktif dalam 

tahap pemecahan masalah. 

5.2.3 Pengambilan dan pembuatan Keputusan/kebijakan  

 Menurut Harbany Pasolong tahapan yang terakhir adalah pengambilan 
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dan pembuatan keputusan/kebijakan. Proses pengambilan keputusan yaitu 

sebagai berikut:  

 a. Memahami tanggung jawab kepemimpinan 

 Seseorang harus menyadari dan menempatkan diri sebagai pimpinan 

dalam organisasi dan bertanggung jawab sebagai pimpinan organisasi serta harus 

memutuskan sesuatu jika dalam organisasi tersebut timbul suatu masalah. 

 Di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipang Kanan dalam 

memahami tanggung jawab kepemimpinan, perempuan anggota BPD 

menunjukan kesadaran yang tinggi akan perannya sebagai pemimpi. Tidak 

hanya menyadari tanggung jawab dalam organisasi tetapi juga aktif dalam 

mengambil keputusan ketika muncul masalah yang sangat perlu diperhatikan. 

b. Menganalisis masalah  

 Masalah yang dihadapi terlebih dahulu harus ditelaah, mengingat 

masalah itu memiliki macam macam sifat, bentuk, dan kompleksitasinya. 

 Dalam menganalisis masalah, perempuan BPD Cipang Kanan 

melakukan perhatian yang mendalam terhadap berbagai isu yang dihadapi oleh 

masyarakat di Desa Cipang Kanan. Memahami setiap masalah memiliki sifat dan 

bentuk yang berbeda sehingga sangat diperlukan pendekatan yang cermat untuk 

dapat dipecahkan secara efektif. 

c. Proses pengambilan keputusan setelah menganalisis situasi 

 Menelaah keputusan yang harus dibuatnya, terutama yang ditelaah 

adalah alternatif- alternatif yang dilakukan dengan konsekuensi masing masing 

untuk kemudian dipilih satu diantara alternatif tersebut dianggap yang paling 

tepat. 

 Sama halnya di BPD Cipang Kanan stelah menganalis situasi , proses 

pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai 

alternatif yang ada. Perempuan anggota BPD Cipang Kanan terlibat aktif dalam 

menelaah setiap alternatif  beserta konsekuensinya, sehingga dapat memilih opsi 

yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Cipang Kanan. 
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 e. Implementasi Keputusan 

 Setelah keputusan diambil, maka keputusan itu kemudian 

dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan keputusan itu akan saling terpengaruhi dari 

jiwa kepemimpinan dan manajemen dari pimpinan yang bersangkutan.
50

 

 Dalam tahap implementasi keputusan, perempuan BPD Cipang Kanan 

berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang telah diambil 

dilaksanakan dengan baik. 

 Proses pengambilan dan pembuatan kebijakan/keputusan merupakan 

faktor dan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan 

organisasi. Melalui tahap dan prosedur yang dilahirkan sehingga terciptanya 

suatu keputusan/kebijakan yang tersusun sesuai rencana secara efektif.  Dari hal 

itu, dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan tak terlepas dari semua 

pihak,  baik ketua dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa juga 

semua pihak perangkat desa Cipang Kanan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak 

Waldi Rahmi S.E selaku kepala desa Cipang Kanan mengatakan bahwa:  

 “Dalam hal perumusan kebijakan, kegiatan yang dilaksanakan tak 

lepas dari prosedur prosedur yang telah ditetapkan di desa Cipang 

Kanan. saya selaku pemimpin juga memantau setiap kegiatan yang 

dilakukan. Mulai dari tanggung jawab sebagai pimpinan, analisis 

masalah, bagaimana proses pengambilan keputusan di desa, serta 

bagaimana pengimplementasian kebijaka tersebut. pembuatan 

kebijakan/keputusan partipasi perempuan, serta dapat dilihat dari 

program program yang sudah ada dilahirkan didesa Cipang 

Kanan.”
51

 

 Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan 

Waldi Rahmi S.E, selaku kepala desa Cipang Kanan,  mengatakan bahwa proses 

pembuatan kebijakan/keputusan berjalan sesuai  prosedur yang sudah ditetapkan. 

Selain itu, setiap kegiatan dan program yang diciptakan dipemerintahan desa 

Cipang Kanan dibawah naungan dan pantauan beliau selaku kepala desa Cipang 

Kanan. 

 Hal ini dibenarkan oleh Bapak Didit selaku ketua pimpinan Badan 
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Permusyawaratan Desa Cipang Kanan: 

       “Dalam pengambilan dan pembuatan kebijakan/keputusan saya selaku 

ketua BPD Cipang Kanan selalu berkoordinasi dengan kepala desa 

Cipang Kanan, baik dari program kerja yang direncanakan, 

permasalahan kami di Bpd ataupun hal lainnya. Dalam pembuatan 

kebijakan/keputusan pemerintahan desa Cipang Kanan selalu 

menjalankan sesuai prosedur. Kebijakan kebijakan yang lahir 

merupakan hasil kesepakatan kami bersama. Perempuan ataupun laki 

laki semua sama bekerja sesuai tupoksi masing masing.
52

 

 

  Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Didit selaku ketua BPD 

Cipang Kanan, bahwasanya dalam proses pengambilan dan pembuatan 

kebijakan/keputusan berdasarkan prosedur. Dalam setiap menjalankan program 

ataupun hal lainnya selalu berkoordinasi bersama kepala desa. Dipemerintahan 

desa Cipang Kanan semua menjalankan tugas dan tupoksi masing maing tanpa 

ada perlakuan pembeda antara laki laki dan perempuan. 

  Berdasarkan wawancara diatas bahwa peranan perangkat desa 

sangatlah penting dalam pengambilan dan pembuatan kebijakan/keputusan. Hal 

senada dijelaskan kepala desa sebagai berikut: 

 “ Dipemerintahan desa Cipang Kanan ini, semua unit kegiatan 

baik  di instansi pemerintahan desa ataupun selingkup Badan 

Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, dalam menyekapati suatu 

hal terutama tentang perumusan kebijakan dan lain sebaginya, 

kami melakukan sesuai ketentuan yang berlaku di desa Cipang 

Kanan ini. Sedikitnya partisipasi perempuan bukan menjadi 

perlakuan pembeda bagi kami. Semua anggota sama dan memiliki 

tujuan yang sama sehingga nantinya melahirkan suatu kebijakan 

yang inklusif dan berkemajuan di Desa Cipang Kanan.”   

 

   Hal senada juga dibenarkan oleh informan Jefri Yandi S.E, selaku 

perangkat desa Cipang Kanan: 

 “Pasca perumusan kebijakan, saya turut ikut serta dan hadir 

dalam rapat desa bersama seluruh perangkat desa Cipang Kanan 

dan BPD. Bahwa dalam perumusan kebijakan untuk melahirkan 

kebijakan/keputusan tersebut diiringi dengan kesepakatan bersama 

tanpa menindas golongan keterwakilan perempuan untuk 

menyuarakan hak dia sebagai keterwakilan perempuan di Desa 
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Cipang Kanan.”    

 

 Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Jefri Yandi S.E, bahwasanya 

untuk menyepakati keputusan secara bersama. Serta suara keterwakilan 

perempuan sangat didengarkan tanpa adanya perlakuan berbeda, begitu juga 

halnya di Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan. Peran anggota 

perempuan berjalan sangat efektif. Hal ini terlihat melalui program program 

yang sudah diciptakan dan tercapainya tujuan masyarakat desa Cipang Kanan 

melalui aspirasi suara perempuan yang sudah disampaikan.   

  Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa di instansi 

pemerintahan desa Cipang Kanan, dalam proses pengambilan dan pembuatan 

keputusan/kebijakan sangat terbuka dan efektif berdasarkan prosedur atau 

tahapan.  Peran perempuan sangat penting terutama dalam ide dan gagasan yang 

melahirkan kebijakan/keputusan yang efektif. Hal ini terlihat dari pertemuan 

peretemuan ketika rapat. Selain itu, adanya program baru yang disuarakan 

masyarakat kepada keterwakilan perempuan, kemudian disampaikan didalam 

pertemuan.  Semua prosedur terjalan dan terelisasi dengan baik, dapat dilihat 

dari kerja sama antara kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan desa 

Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pengambilan dan pembuatan  

  keputusan di BPD Cipang Kanan perempuan memainkan peran yang signifikan.  

5.3 Keterwakilan Peran Perempuan Dalam  Pengambilan Kebijakan 

 Keterlibatan awal perempuan dalam tata kelola desa Cipang Kanan 

mencerminkan pergeseran bertahap namun signifikan menuju representasi 

politik lokal. Sejak tahun 2021, partisipasi perempuan ditandai dengan 

keterwakilan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang sangat penting untuk 

pengambilan kebijakan/keputusan bagi masyarakat. Keterlibatan ini dibentuk 

dari berbagai faktor, termasuk kerangka hokum dan upaya keterlibatan 

masyarakat. 

 Keterwakilan perempuan dalam BPD diamanatkan untuk melibatkan 
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perempuan, dengan peraturan yang menyarankan setidaknya ada satu 

keterwakilan perempuan. Di desa Cipang Kanan kecamatan Rokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu, Perempuan mulai menduduki peran dalam BPD. 

Sebelumnya keterwakilan perempuan belum ada sama sekali. Karena selalu ada 

stagmen bahwa perempuan tidak bisa berpartipasi di instansi pemerintahan desa. 

Sesuai pekembangan zaman kini peran keterwakilan perempuan di pemerintahan 

desa sudah mulai muncul walau hanya sedikit. 

 Trify Suhelny, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Cipang Kanan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan 

kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama perempuan. Proses 

perjuangan ini melibatkan beberapa tahapan yang kompleks 

 Trify Suhelny, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Cipang Kanan, memulai perjuangannya dengan melakukan identifikasi masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya perempuan. Melalui interaksi 

langsung dengan masyarakat, Trify mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. 

Ia menemukan bahwa banyak perempuan di desa mengalami kesulitan dalam 

meningkatkan pendapatan mereka dan merasa terpinggirkan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 Untuk memperkuat pemahamannya tentang masalah yang ada, Trify 

mengadakan forum diskusi dengan perempuan di desa. Dalam forum ini, ia 

mengumpulkan data dan informasi mengenai kebutuhan mereka, serta 

mendiskusikan berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hasil dari forum ini 

menunjukkan bahwa perempuan sangat membutuhkan pelatihan keterampilan 

yang dapat membantu mereka menghasilkan produk yang bisa dijual. 

 Berdasarkan hasil identifikasi dan pengumpulan data, Trify mulai 

merumuskan program yang relevan. Ia mengusulkan program pelatihan 

keterampilan menganyam daun pandan duri sebagai solusi untuk meningkatkan 

pendapatan perempuan. Program ini dirancang untuk memberdayakan 

perempuan dan memberikan mereka keterampilan yang dapat digunakan untuk 

menciptakan produk yang bernilai ekonomi. 



60 

 

 Sebelum mengajukan program secara resmi, Trify melakukan 

musyawarah dengan anggota BPD lainnya dan perangkat desa. Dalam diskusi 

ini, ia mempresentasikan ide programnya dan meminta masukan dari anggota 

lain. Proses musyawarah ini penting untuk mendapatkan dukungan dan 

memastikan bahwa program yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

 Setelah mendapatkan persetujuan dari anggota BPD dan perangkat 

desa, Trify menyusun proposal resmi untuk program pelatihan keterampilan. 

Proposal ini mencakup tujuan, manfaat, dan rencana pelaksanaan program. 

Dalam rapat resmi BPD, Trify mempresentasikan proposal tersebut dan 

menjelaskan pentingnya program ini bagi pemberdayaan perempuan di desa. 

 Proposal yang diajukan oleh Trify mendapatkan dukungan dari 

anggota BPD dan kepala desa. Setelah disetujui, Trify berperan aktif dalam 

proses implementasi program. Ia memastikan bahwa pelatihan berjalan sesuai 

rencana dan melibatkan perempuan dalam setiap tahap pelaksanaan. 

 Berdasarkan pemaparan diatas peneliti melakukan wawancara 

bersama pihak yang terlibat dalam  posisi keterwakilan peran perempuan Di 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan Kebijakan di Desa 

Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 

yaitu Ibu Trify Suhelni  selaku keterwakilan perempuan BPD Cipang Kanan, 

mengatakan bahwa: 

 “Selama masa  jabatan saya, kebijakan yang saya lahirkan 

dalam memperjuangkan suara perempuan di Desa Cipang 

Kanan dengan adanya berbagai program seperti pertumbuhan 

ekonomi, program desa sehat, program dakwah perempuan. 

Saya merasa penting untuk mendengarkan langsung suara 

perempuan di desa kita. Banyak dari mereka yang merasa 

terpinggirkan dan kesulitan dalam meningkatkan pendapatan. 

Melalui dialog, saya ingin memastikan bahwa aspirasi mereka 

didengar dan diperhatikan. Program ini sudah mulai terelisasi 

dengan baik di desa Cipang Kanan”
53

  

 Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan diatas, bahwa semenjak 
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kehadirannya di BPD  Cipang Kanan sudah melahirkan kebijakan yang didukung 

penuh oleh anggota lainnya.  Perempuan memainkan peran yang signifikan di 

pemerintahan desa cipang kanan. 

 Penjelasan yang telah dipaparkan oleh informan Trify Suhelny dibenarkan 

oleh informan Didit  selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan  

bahwa: 

“Saya sangat mendukung inisiatif Trify Suhelny dalam 

mengusulkan program pelatihan keterampilan. Program ini tidak 

hanya akan memberdayakan perempuan, tetapi juga memberikan 

dampak positif bagi perekonomian desa secara keseluruhan. 

Dalam setiap proses pengambilan keputusan, kami selalu 

mengedepankan musyawarah. Setelah program dilaksanakan, 

kami akan melakukan evaluasi untuk melihat dampaknya. Kami 

ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-

benar bermanfaat bagi masyarakat.”
54

 

 

 Selaras dengan yang diungkapkan oleh ibu Erni selaku ketua wirid yasin 

perempuan masyarakat desa Cipang Kanan, mengatakan bahwa: 

“Saya sangat mendukung program yang diusulkan oleh Trify. 

Kegiatan pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan 

keterampilan  perempuan, tetapi juga memperkuat solidaritas di 

antara mereka. Ini adalah langkah positif untuk kemajuan 

desa.”
55

 

 

 Hal senada diungkapkan oleh ibu Tuti selaku ketua PKK desa 

Cipang Kanan mengunggkap bahwa: 

 

“Program yang diusulkan Trify sangat bermanfaat bagi kami. 

Kami berharap agar program ini dapat terus berlanjut dan 

memberikan dampak yang lebih besar bagi perempuan di desa 

Cipang Kanan”
56

 

 

 Menambah apa yang disampaikan Ibu Tuti dibenarkan juga oleh 

ibu Nurtaiza selaku ketua kelompok tani perempuan bahwa: 

 

“Keterlibatan Trify dalam BPD dan usulan programnya 
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menunjukkan bahwa perempuan memiliki suara yang penting 

dalam pembangunan desa. Kami berharap lebih banyak program 

seperti ini yang dapat membantu perempuan dalam meningkatkan 

kesejahteraan”
57

 

   

 Berdasarkan apa yang disampaikan oleh 3 anggota masyarakat desa 

Cipang Kanan, disambut dan dibenarkan oleh bapak Muklis selaku Ketua 

kerapatan adat bahwa: 

“Kebijakan yang diusulkan oleh Trify Suhelny sangat relevan 

dengan kebutuhan masyarakat. Saya melihat bahwa program 

pelatihan keterampilan ini dapat memberikan peluang bagi 

perempuan untuk berkontribusi lebih dalam perekonomian 

desa.”
58

 

 

 Hal senada juga dibenarkan oleh bapak Adrianto selaku ketua 

pemuda Cipang Kanan menjelaskan bahwa: 

 

 “program kebijakan yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan 

desa cipang kanan sangat bagus, akan tetapi lebih bagus jika 

program juga diciptakan untuk kami para anggota pemuda 

cipang Kanan. Sehingga program yang dijalankan tidak hanya 

sebatas diperempuan saja.”
59

 

 

 Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Perjuangan Trify Suhelny 

dalam memperjuangkan kebijakan di Desa Cipang Kanan menunjukkan bahwa 

proses pengambilan keputusan tidaklah instan. Melalui berbagai tahapan yang 

kompleks, Trify berhasil melahirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat 

di instansi pemerintahan desa Cipang Kanan, semenjak adanya posisi 

keterwakilan perempuan beberapa kemajuan sudah terlihat dan dapat dirasakan 

oleh masyarakat desa Cipang Kanan yaitu dengan adanya program program yang 

sudah dilahirkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Berikut 

peneliti paparkan kebijakan pro perempuan sebagai berikut: 
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Tabel 5.1 

Kebijakan Pro Perempuan Desa Cipang Kanan 

 

No Nama Kebijakan Spesifikasi 

Kebijakan 

Tujuan 

1. Program 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kegiatan 

menganyam daun 

pandan duri untuk 

menghasilkan produk 

yang dapat dijual. 

Meningkatkan 

pendapatan 

perempuan, terutama 

bagi yang paruh baya 

dan tidak memiliki 

suami. 

2. Program Senam 

Sehat 

Kegiatan senam 

sehat untuk 

meningkatkan 

kesehatan fisik 

perempuan. 

Meningkatkan 

kesehatan dan 

kebugaran 

perempuan di desa. 

3. Program 

Peningkatan Gizi 

Program edukasi 

tentang gizi dan 

kesehatan untuk ibu 

hamil dan menyusui. 

Meningkatkan 

pengetahuan tentang 

gizi dan kesehatan 

ibu dan anak. 

4. Program Majelis 

Dakwah 

Kegiatan dakwah 

dan pengajian untuk 

perempuan. 

Meningkatkan 

pengetahuan agama 

dan spiritualitas 

perempuan. 

 Penjelasan yang dipaparkan oleh informan penelitian diatas tentang 

tahapan proses pembuatan/pengambilan kebijakan yang dimaksud Harbany 

Pasolong.  Peneliti menangkap bahwa  pemaparan informan tersebut tidak terlepas 

dari keterlibatan informan dalam pengambilan kebijakan di Badan 

Permusyawaratan Desa Cipan Kanan tahun 2021. 

 



64 

 

 Dari pernyataan diatas, bahwa peran perempuan di desa sangatlah 

penting.  Dengan kehadiran perempuan bisa menjadi wadah untuk menyampaikan 

aspirasi.  Desa Cipang Kanan merupakan pemerintahan yang tidak memandang 

bulu antara peran perempuan dan peran laki laki.  Semua dilakukan secara 

bersama dan musyawarah adalah hal yang sangat perlu dan selalu penting untuk 

dilakukan.  Terbukti dengan adanya dampak positif yang dilahirkan dan dirasakan 

oleh masyarakat desa Cipang Kanan. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti 

mencoba memaparkan skema pemikiran dari hasil penelitian ini secara umum. 

Skema pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Bagan 5.1 

 keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan  

 di Desa Cipang Kanan. 

 

 

  

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sebagaimana yang dijelaskan dari skema penelitian diatas Keterlibatan 

perempuan dalam pengambilan kebijakan di Desa Cipang Kanan menunjukkan 

kemajuan yang signifikan. Dengan adanya posisi BPD, perempuan dapat 

menyuarakan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak langsung 

pada masyarakat. Program program yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi 

perempuan, tetapi juga untuk seluruh masyarakat, menciptakan lingkungan yang 

lebih inklusif dan partisipatif.  

 Berdasarkan penjelasan data diatas dapat disimpulkan bahwa Peran 

perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan dan 

Keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  

 

Inisiatif Program 

 

 

Partisipasi Masyarakat 

Dampak Kebijakan 

Program 

Ekonomi 

Program 

Kesehatan 
Program Keagamaan 

Keterlibatan yang inklusif 
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pembuatan kebijakan di desa Cipang Kanan kecamatan Rokan IV Koto kabupaten 

Rokan Hulu sudah terelisasi dengan baik dan suara perempuan di Badan 

Pemerintahan Desa Cipang Kanan  didengar dengan adanya kebijakan kebijakan 

melalui program program baru yang dilahirkan di desa Cipang Kanan kecamatan 

Rokan IV Koto, Rokan Hulu tahun 2021. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini memiliki fokus kajian pada proses pengambilan 

keputusan/kebijakan di badan permusyawaratan desa Cipang Kanan tahun 2021. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskritif studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teori Harbany Pasolong untuk dijadikan patokan dalam proses 

pengambilan keputusan/kebijakan. Tahapan pengambilan keputusan/kebijakan 

menurut Harbany Pasolong yaitu, Perumusan masalah, pemecahan 

masalah,sehingga melahirkan pengambilan dan pembuatan keputusan/kebijakan. 

Berdasarkan hasil penelitian menegenai peran perempuan di Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pengambilan kebijakan di desa Cipang Kanan 

Rokan Hulu tahun 2021, dapat ditarik kesimpulan: 

        1. Pengambilan keputusan/kebijakan yang dilakukan di pemerintahan desa 

Badan Permusyawaratan Desa Cipang Kanan, kecamatan Rokan IV Koto, 

Kabupaten Rokan Hulu merupakan dengan teori yang digunakan oleh 

Harbany Pasolong yaitu mulai dari perumusan masalah, pemecahan 

masalah melalui musyawarah sehinggga nanntinya menhgasilkan sebuah 

keputsan/kebijakan secara hasil bersama. 

        2. Peran Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan: Keterlibatan perempuan, 

khususnya Trify Suhelny sebagai anggota BPD, menunjukkan bahwa 

perempuan memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan 

keputusan. Melalui partisipasi aktif, perempuan dapat menyampaikan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam merumuskan 

kebijakan yang relevan dan bermanfaat. 

       3. Proses Pengambilan Kebijakan: Proses lahirnya kebijakan di BPD Cipang 

Kanan mengikuti tahapan yang sistematis, yaitu perumusan masalah, 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan 

evaluasi. Setiap tahapan melibatkan diskusi dan musyawarah antara 
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anggota BPD, yang mencerminkan prinsip demokrasi dan partisipasi 

masyarakat 

 4. Kebijakan yang dihasilkan, seperti program penganyaman daun pandan 

duri, program kesehatan, dan program keagamaan telah memberikan 

dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Program-

program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga 

memperkuat peran mereka dalam pembangunan desa. 

 5. Meskipun terdapat kemajuan dalam keterlibatan perempuan di 

pemerintahan desa, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti 

stigma sosial yang menganggap perempuan tidak mampu berpartisipasi 

secara aktif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan untuk 

meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap peran perempuan dalam 

pemerintahan. 

 6. Penelitian ini merekomendasikan agar BPD Cipang Kanan terus 

mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan 

merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, perlu dilakukan 

program-program pelatihan dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan 

kapasitas perempuan dalam berpartisipasi di ranah publik 

6.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas tentang peran 

perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam pengambilan kebijakan di 

desa Cipang Kanan Rokan Hulu Tahun 2021, Adapun saran yang peneliti ajukan 

sebagai berikut: 

        1. Kajian mengenai Peran perempuan dalam  pengambilan  kebijakan sudah  

ada diteliti sebelummnya dan dijadikan rujukan. Namun terkait  peran 

perempuan di BPD dalam pengambilan kebijakan di desa  Cpang Kanan 

dengan menggunakan  teori Harbany Pasolong masih belum ada ditemui. 

Peneliti berharap agar kajian dan penelitian tentang peran perempuan di 

BPD dalam pengambilan kebijakan dari teori harbany pasolong kiranya 

dapat diperbanyak. 
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        2.  Penelitian ini diharapkan mampu menjadi  suatu barometer untuk setiap  

desa yang kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan desa 

serta proses pengambilan keputusan/kebijakan didesa 

        3. Agar BPD Cipang Kanan terus mendorong dan memfasilitasi keterlibatan 

perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengadakan forum diskusi yang melibatkan 

perempuan dari berbagai latar belakang, sehingga suara mereka dapat 

didengar dan diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan. 

        4. Perlu diadakan program-program pemberdayaan yang lebih terstruktur 

dan berkelanjutan untuk perempuan di desa. Program ini dapat 

mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan kewirausahaan, dan 

peningkatan kapasitas dalam bidang kepemimpinan. Dengan demikian, 

perempuan akan lebih siap untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan 

dan pengambilan keputusan 

        5. Agar BPD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap 

kebijakan yang dihasilkan, terutama yang berkaitan dengan 

pemberdayaan perempuan. Hal ini penting untuk menilai dampak 

kebijakan dan melakukan perbaikan jika diperlukan, sehingga kebijakan 

yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. 
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